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SIDANG UM

MAJELIS PERMUSYAWARATAN HAKYAT REPUELTK INDONESIA

MARBT 1973

I. Fendahuluem

Tiga tugas pokok Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagal
Lembaga Tertingsi Negoara adelsh: menetapkan Undang-undang
Deoar, menetapkan Garis—garis Basar Haluan Negara, dan meni-
lilk serta mengongkat Pregiden dan Wekil Presiden, Secara
pringipiil tmgas tersebut meliputi 4iga bideng, ysitu bidan:
ingtitusionil, bidang konseptuil dan bideng perscnalia, yang
ketiga~tiganya diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, 3icang
Umim Majelis Permusyawaraten Rakyat Marat 1973 yang lalu
berpangkal tolak pade ketiga bidang tuges tersebut, seria
perusahe menyelegsalkannya sesusl dengan landasan kerja
Pangasila dan UUD 45,

Dalam bideng imstitusionil, tuges @menetapkan TUD schbe—
narnya mempunyal maime yang luas, yaitu meliputi tugas
mengatur secara lebih terparinci semus inatitusi-institusi
fogera sesual dengan UUD 45 dengan aemperkaya Konvensl-—kKoso-
vengl ketatanegarasn yang terdapat dalam UUD tanpa mengada--
kan perubahan terhadapnya. Dalam hal ini terkandung maksud
urituk menata dan menegaskan kedudukan serts fungsi lembaga-
lzmbaga Negara sesusi dengen kemurnian UUD 45, Di samping
it terkait tujuan untuk menyenpurnakan mekénisme pamerinitah-
arn Negara dengan menterapkan ketentusn-ketentuan UUD dalam
pengaturan-pengaturan lebih lamjut, Dengan demikian tugss MPI
‘Galom bidang inl ialah memantapksn tatanan institusi dan
mckanisme ketatanegaressn segual dengan desar dan landassnnys
dalam rangka mencapai atebilitas politik, Sesuai dengan
Demokrasi Fancasila maks usaha ini harus dilaksanaksn dengsn
menggunakan pringiv kongtitusionil melalui fungsionaligasi,

Seperti kita alui bersama, UUD 45 telah menjadi UUD Ne-

gars dengsn kekuatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Dari segi
sosiologie-politis UUD ini telah benar-benar menjiwai setiap

langikah lembage-lembags Negara, lembags-lembaga magyarakat



T

toui galoruh lepigan rakyst, UUD 45 dengan demikisn terbulsti

wadah menjadi landssan semus faset kehidupan sosial-politil

hangsa Indonesis, Penerinzan seluruh ralkyat ini jugs dikvat-
ran pada sapt dicetuskannya tekad Orde Baru untuk melaksance-
tmn UUD 45 gecara murni dan konsekwen, yang telah merupesksn

ronaeneus nasgional, Dari segl kenyataan yuridis, MPR(S) so-

tosal Lembaga Tertinggi Negara telsh menerimanyz menjsdi so-
Lk gatu sumbor tertib mulonm Republik Indonaegla, dan manjrRii
g dari semis putugan-putusannys,

Lebih lanjus, kehendsak seluruh bangsa wntik tidak mesm-
persoalkan penetapan TUD Negare telah ditusngkan secara te-
gas oleh MPR(S) dalam Ketetapen No, XLII/MPRS/1968 tentung
Perubohon Ketetapanl MPRS No, ZXI/MPRS/1966 mengenai Pemilih-
an Unum (perikse pasal 2), Kecuali itu dalam UU NWe, 1571860 -
Yenjelagsan Umum No, 2, ditegeskan sekali lagi bahwa "dizds~
Lannya pemilihan unum tidalke umtuk memilih wakil-wakil rakrat
untulk menyugun negers baru dengan dasar falsafah negarz bo-
T, sesases Pemilihan Ummm adalsh suatu alat yeng penggunn—
IMATE ,eesesa HOATUE meEnjamin suksesnya perjusngan Orde Bara,
yaitu tetep tegsknya Fencasila dan dipertahsnkannysn Uindang-
undang Dasar 1945%", Dengan demikisn ternyatz telah diberikan
bentul konkrit terhadsp kehendsk ralyat tersebut dalar han-
tuk percturan, Sshingga tuges MPR dalpm Sidong Umam ini fod-
hakekatnya meluruskan pelaksanasn UUD 45 gesual dengan
Nomokrasi Panceails,

Tugas kedua Majelis Permusyawsraten Rakyot, yaitu yang
mengenal bidang konseptuil, adalah menyusun dan menetapkan
forip-garig Besar Haluan Wegara, Menurut UUD 45 Garis—gnris
Besar Haluan Negara adalah program uwmum Negars yang diasintcoi-
Wan aleh Majelis kepada Nandataris untuk dilasksanskan, Ih
samping itu Garis~-garis Besar Haluan Negara mempunyal kedu-
dukan yang strategis, karena sekaligus juga merupsken pe-
gongoan bagi Dewan Porwakilan Rakyat untuk melakssnakan fung—
51 pongawnsan terhadap Presiden sesuai dengan UUD, “Jika IPR
menganggap Prediden sungguh melenggar haluan Wegera, boik
vang telah ditetapkan olsh UUD moupun yang ditetapkan olgh
Hajelis, maks Majelis dapat diundang untuk mengadeksn persi-
dangan lstimewa agar supaya bisa minta pertanggungan jawnb
kepada Presiden™ (Penjelasan UUD 45 tentang Sistim Pemerin—
toahan Negars, No, VII). Bagi MFR pendiri Garig-garis Busar
Haluan Negara merupakan salsh satu ukuran wntuk memilih
Fregiden yang memadsi, dan pada akhic mesa jabatennyo



jndl salah gotu pegergan uniuk menilai pertanggungjewsbon
vegaiden,

Dl samping rosiesl yeng demikimm itu, periu diperhatilian
gunyi Penjelamsan UUD 45 pesal 3 yang menyatakan: "mengingat
iinamilt masyarakat, sekali delam lima talm Mzieiils memperhss
iiken segala yang terjadi dan pegala aliran-siiran pada waxiu
11, dan menentuxan haluan-~hslusn spa yang hendalmys dipaicel
nintule keradisn hari®, Peajelasan tersebui mengandung arti bah-
v Garis-garis Besar Haluan Negara tlowd dimeksudkan sebaghl
heluan Negare yang berlaku tetap, Garis—garis Besar Haluem
Nepgsra dimaksudkan untuk menampung wspiragi dan clte-cltis
masvarakat, Olsh kerena itu Garis—garis Begar Haluan Negara
harmig gelalu digeguaikan dengan. perkembangan jaman dan magyn-
rakat, Sebenaynya hal ini dapst digimpulkan dari meksud peo-
bentul Negara sendiri behws OUD 45 merupakan sebagian dari hu-
fun dagar Hegara :rs.ng bersifat singkat dan gupel, hanyas memu-
2% aturan-aturan pokok saja, Hal-hal lain yeng perlu. diatur
dilakzanakan ¢leh peanye.enggara-penyclenggars Negara dengan
memperhatikan perkembangsn jaman dan dinamika masyerakat,
Untuk makeud inilah maks UUD memerintehkan Majelis uniuk me-—
nyugur dsn menetapsan Garig—garis Besar Haluan Negara, Fecuali
itu, tersimpul juga pengertisn bahwa Garis—garis Besar Haluan
Negara harug berekar peda agpirssi dan pemikirsn yang hidup
dalan masyarakat dalam satu periode tertentu,

Ditetapkannys Garie—garis Besar Haluan Wegara oleh Sidang
Umum MFPR kali ini seksligus menjernihkan dan mengembalilksn
pengertiannya gesuai dengan Kongtitusi, Pades permulaan berdi-
rinys Reoublik Indoneaia, perintah menyusun Garis—garls Bescr
Haluzn degara belum dapat dilaksensksn karena beberapa lemba-
ge dan rungsi-fungsi tertentu belum dapat berjalan sebagsima-
na mestinya, Ealuan Negara dalam periocde pertama.ini pada he-
kekatnya adalah isi dan jiwa UUD 45 dengsn bebarapa.kebljakapa-
taan KITP yang menilik materinys, secars fungsionil dapat di-
wngnep scbagei Faris—-garis Besar Haluan Negara, FPada masa
rongvitusi RIS dan UUDS8=-50 tidak terdapat perintah wntulkk mo-
nyusun Garis-garis Besar Haluan Negara, Haluan Negara pada
lmkgkatnya telah dicantumkan secara formil dan eksplisit dalom
pasal-pasalnys yang memuat "Azas-arzas Dasar" (Directive Prin-
ciples of State Policy), Dalam masa Orde Lama dengan berlaima-
iya kembali UOD 45 perintah untuk menetapkan Garis—garis Desar
Haluan Negara berlalu lagi, Pads masa itu tetﬂaﬂ{at pengertian
Garig—garig Besar Haluan Wegara yang sangat menyimpang dari



D 45, Hanipol dianggap sebagai Gﬂriﬂ-ﬁﬂﬁ} Bepar Heluan
Hozera yang berlsku permanen, bahkan dip 1alrulcan sebagai sco-
Faatu yeng idiil, berkedudukan sama dengen ideologl Negars,
-oadian, dengen timbulnya ﬂrﬁa Baru arti Garis-garis Besar
Haluan Negara ditegaskan kembali geswai -dengun UUD 45 yoitu
suatu program umum yang harus dilaksanakan olgh Pemerintah .
dan implisit membawa pertaniggunglawaban baik mengenei matari
yragrannys maupun mengemai jangis waktunya (Periksa Tep,

Ho, JAVI/MPRS/1966 - Penjeolasan)..Dbitusngeannya Garis-garis
Baser Haluen Wegara ke dalam satu Ketetapan yang integral,
gistimatis dan konsisten olén Sidang Umum MPR Maret 1973, me—
rupakan langkah baru untuk leuvih memurnikan pengertiammya pe-
bagaimana dikehendski UUD A5,

Akhirnya, tugss ketiga Mojelia adalsh memilih dan meng—
angkat penyvelenggers naiuan Negara dan gemua putusan-putuson
Majelis, Dengan katu ledn Hajelis perdu menunjul seorang
Mandataria yang herkewajiban menjalankan putusan—-putusan hsje-
tip dan bertanggpung joawab kepadanya, Memarut tata konstitusi,
tugas ini direalisasikan dengan pemilihan seorang Presidon/
Jandetaris, yang delan menjalankan tugasnys dibantu seorang
Wakil Presiden yang juga dipilih oleh MPR, Meskipun Walcil
Presiden jugs dipilih oleh MPR, tetapl mandat kehendaie rakyss
hanya dilimpahkan kepada Presiden, dan Wakil Presiden tidoi
bnrkuﬂuﬂugéﬂ gebagai Wakil Mandataris, Oleh karena itu_di luar
MFhH, Presidenlah yeng memiliki "Concentration of Power and
Jeapongibility yeang delasm peleksanasnnya -digertai” TPR sebzgnl
pa}zksanﬂ fungsi pengawasan,

Segi lain dari tugas MPR memilih. dan mengangket Presiden
lMandntaris ialah ‘wewenang Mejelis untuk menerima pertanggung-—
sawaban Presiden/Mandetaris,. -Wewenang konstitusionil ini mer.-
gakan pelsksansan suatu mekanisme timbal balik. yang sempuros
antara Pemberi Mandsat- dsn Mandatarisnye sesual dengan Een&i—
ooweEadl demokrasi, Dalam hal ini perlu sdlalu diingat- bahws da-

. lam tata konstitusi yang berlaku, fungsl pengawagan terhadap
pelakgannan haluan Negara -oleh Presiden ocerada.-di tangan IFR,
Oloh karens, itu pelsksansan tugas- dan wewenang inl harus da=
Inm pengertian pernilaisn gecars menyeluruh terhadsp kebi jsioe-
sanaon-kebi jaksannan Presiden -dengan mempernatikan pernilaian
vang telah dilalukan oleh IFE satiap fahun qengan heolk budgot-
nga, Hal inl Juge disebabican karens-FPembangugen Nagional di-
lglkgansien melalui sistim annual budgeting,
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1T, Penyaluran Tuntutan Hidup dan Aspiresl Raloyat

i, Tuntutan Hidup dan Aspirasi Rakyat

Pragyarat untuk mencapai cita-cita bangsa yang dirumis-
ron dolam Pembuksan UUD 45 adalah terlaksananya suatu progo
Lontinuitas yang tumbuh dan semekin moningiat, Oleh karena
iti, pembangunan bangsa yang berencana, sisbtimatis dan in-
togral adalah satu-satunys jalan untuk meccapail cita-cits
Uaglindungl segenap bangsa Indonesia dan pelurul tumpah da-
rzh Indonesia dan untuk memajuken kesejabhuerasn womum, marn—
corinskan kehidupan bangsa, dan ikut serva melskssnakan ke—
tertiban Iunia ysmg berdasarkan kemerdekaan, perdamaian zba-
di dan keadilan soszial®, atau yang dirumus.an secara padat
d=lsm tujusn mencapai "Masyarakat Adil dan Makmur®, Inilah
nrah perspektif pembangunan bangsa yang akan kita capai me-
iglui proses yang berlangsung terus dan bemtahap,

Dengan demikisn, apa yeng menjadi tuntutan dan aspira-
pi rakyat yang hidup masa kini, vidak dapat dilepaskan dari
ronteks eita~ecita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pase demi fase
pads hakexatnya harus merupakan peningkaten' usaha mengarah
peda citoa=-elita itu, Pengalaman-pengalaman panit telsh gira—
aakan oleh bangsa Indonesgia ketika ditinggalkannya clta-ci-
ta pembangunan dan diselewengkannyz arah perapektifnysa,

VOng menimbulkan pertentangsn-pertentangan politik yang ta-
‘pm dan rentetan pertiksian terus menerus de, pada akhirnys
momungek dengan pemberontaksn G=30=5/FPKI, Koasep politik
Resakom pada masa Orde Lama hanyalsh menghasiikan pergulat-—
an politik yang barpola pada pemapuksn kekuasaan dan keluat-
en dengan merusal gendi-geandil demokrasgi serta menjauhkan
tenggsa dari usasha=usaha pembangunen,

Timbulnya Orde Baru merupakan saat ¥embalinya tekad
don hasrat mombangun bangsa Indenesia, Tri Tuntuten Raky=t
vang berisi: Pubarken PEI, Reshuffle Knbinet Dwikora den
Turunkan harga, pada hakekathya merupaksw runugan SUATA
hati rakyat yang sederhana,  .ctapl mempudyai malma hasrat
den tekad hulatluntuk kembalsy kepada citawcita Kemerdekasn,
Triturs magih tetap hidup de.sm periode imp, bahksn mengelami
peningkaten sebagail akibat dar. perkembgngan-perikembangan
yang telah dicapel, :



) Sesuai dengan kerangka terssbut di atas, meka tuntutan
hidup den sapirasi rakyat sekarang pada hakekainys meliputi
penbangunan materiil-spirituil, pembahgruan atau modernisa-
=i dan velaksansan Demokrasi Pancasila yang lebih mantap,
Kaseluruhannys itu harus ditingau dari dasar-dasar pandang-
an bangsa yang dirumuskan dalam pangortisn "Wawasan
Husantara® untuk meningkatkan ketshanan nasional, Sshubung-
zn dengsn ketahahan nasienal ini, tinjausn kita berdasarkeon
ktenyatasn geo-politis bahwa wilaysmh Negaro terdiri lebih
dari 13,000 pulau~pulau yang fersehar sebagal Nusantara,
Untuk dzpat meningketkan ketshanan nesional wilayah yong
demikian itu, harus diwojudikan satu Kesatuan Politik, satu
Keoaatuan Sosial=-Budaya, satu Kesatuan Ekonomi dan satu Hese-
tuan Pertahanen=Keamansn dalam segals aspek-aspeknys, Ii
aemping itu, pembangunan nesionsl yang meliputi empat bidang
tersebut jugs harus merupakan kesatuan kegiatan yang serasi,
dengan prioritas pesda pembengumen ekonomi, Dari uraian di
atas kita melihat sustu proses yang berlanjut yang selalu
hidup dalam masyarskat dan tetap dalam orientasi yeng sama,
vaitu mencapai cita-c¢ita Kemerdeksan, Tuntutan hidup den
nzpiresi rakyet inilah yang hendak dirumuskan dalam putusan~
mutuson Majelis,

Dalam rangka penyusunsn Garis—garis Besar Heluan Nega-
ra yang mprupekan program umum pembangunan bangsa, terdopat
tign pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian Sidang
Unum, yaitu pertumbuhan ekonomi yeng semakin pesat, perata-
m pendapaton dan partisiponsi rekyat, EKetiga—-tiganya moru-—
pokan satu kesatuan yang saling mempengaruhi, dan saling
membatasi, Pola pemikiren mesyaraksat dalam hal ini dialsh
bahwo pertumbuhan . ekenomi harus menjomin pembagian pendapot—~
nn yeng mersta bagli seluruh rakyst dan gemua dasrah dalam
tingkat yang wajar sesuai dongan rasa lkeadilan dalam rang-
ko mewwjudkan azas keadilem soazial, Pembangunan dengen do-
mikian tidak hanye ditujukan untuk peningkaten produksi,
totapi juga diarahksn. untuk mencegan ketidak-selarason ke—
dudulkeon akonomi dalam masyarakst serts menumbuhkan agas hi-
dup sederhans dan wajar, Azes keadilen tidsk dapat dilihai
hanys sebagai tujuan, tetapi sekaligus menjadi ethos pemba-
nmman yang selalu tercermin dalam proses pembangunan,



Partisipasi rakyat delom kohidupsn bermegara hendslmya
semakin digerakksn dan diarahkan secara pogitif den konatric-
tif mejalan dengan pembangunan itu sendiri, Hal ini dapat
dilakgsnekan dengon ussha bersama memelihars kebebasan pers
vang bertanggung jawab, kebebasan mimbar maupun partisipaszi
melalul kegiatan-kegiatan profegionil, Demikian pula per-—
tumbuhen partal politik dan Golongmn Karya harus diarahkan
kepoda orientasi baru dengon meninggallkan kongep pemusoton
kolmuctan demi keluasasn, dan menggantikennyes dengsan ceayrs-
cara mendidik, mengajsk dan mendorong seluruh rakyat dalam
kogiatan pembangunan, Dengan demikian harapan-harapan rakyat
akan pengakuen ckelstensinys yang gemakin meningkat pada
masa~-mass mendatang dapat terselurkan melalui lemboga—-lemba-
g0 kenegarasn dan kemesyarakaten secars wajar dan gehat,

Dengan melihat padn ketiga pokok persoalan di atas ma—
ke Garig-garis Besar Haluan Negars telash bener-benar menom—
pung aspirasi dan tuntuten hidup keseluruhan rakyat, dan
merupakan program bangss yang sckaligus mengikat seluruh
bengga dan merupsksan koebulatan tekad untuk bersama-sanz
melaksenakarnys dalam fungsl, jabatan dan kedudulrammya
maeing-masging, Garlis—garis Besar Heluan Negera dengan demi-
kisn merupakan pedoman yang mengikat seluruh bangsa dolam
melslkaangkan pembangunsn, dan gekaligus program-progroiu
yang dirumuskan di dalomnys mencerminksn jaminan skan pe-
ningkaten kehidupan manusias Indonesia seutulnys don masyarn-
kat geutuhnya juga.

2, Eroses Penyaluren Tuntuten Hidup dan Aspirasi HRalcyab

Undang-undang Dasar 45 menghendeki supaya dinamika
pertumbuhan mesyarakat dan aspirasi-aspirasinya selalu di-
ikuti dan diperhatikan, Sebab, "kita harus hidup secara
dLn%mis, harus melihnt segala gerak—gerik kehidupan masyora-—
kat dan Negara Indonesia® (Penjelasan UUD 45 - Umum, IV},
Tidak dapat diingkari, bahwa perintah tersebut terutama di-
berikan kepada MFR; dan harus dilaksanskan sedikit-—dikit-
nya lima tahun gekali Aslam suatu Sidang Umum,



geperti kita ketnlmi, tuntutan hidup dan segsla cgoi-
ragi-aspirasi rakyat mengalami proges kriestalignsi, Dalom
periode ind, kristalisaei itu tolah dimulai secara impli-
2it dnlam thema kampanye pemilihsn umum Perpol-parpol dan
Golkar, dem dalam statoment-stctoment loinnya, gerta dalam
perkenbangan kehidupen ketatanegarasn kite, Selvruh kegici-
arn, baik dalam hal mempersispkan Waskah Garis—goris Desar
Heluan Negara, msupun pamikiren-pemikiren. yang akan ditremge—
kom delom putugan-putussn MPR laimnya, telah melipnti selu-
ruh magyarakat, Apalagi dengan pembentukan Team Penylapan
Dahon-bahen Sideng Umum MPR 1972 - 1373, yang bekerjc de-
ngan bahan-bahan yang terkumpui dari lembage-lembagz pemo=
rintahan, swasta, Perguruan Tinggi, Partei-partai Politik
don Golongan Karya, jelas dibuktiken usshz untuk menan-
pung aspirasi seluruh rakyest, Team indi mﬂnghnailkan-ﬂﬂnﬂﬁnﬂ—
an Naskah GBHN yang merupekan lempirsn Pidato Presiden
1 Oktober 1972 pada wakiu peresmisr kesngzotann MFER,

Di dalam Golengan Karya, penyusunan ide-ide szecara
eiotimatis dimulai pada Rapat Kerja I Golkaer seluruh
Indoneais, Maret 1972, Pada dasarnya pokok=pokok pikiran
Golkar, khususnya mengenai Garis—garis Besar Haluan Negara,
materinya terdapat dalam Strategi Desar Bra Pembsngunan
2b Tahun, Ide pokok tersebut kenudian dirumuskan mecars
terperinei dalem Rapat Ehusus IFP Golkar, April 1972,
HMelalui Partai-partal Politik terjadi juga kristalisoei
dari aspirssi den tuntutan hidup rakxyat, EKesemuanys itu,
baik melalui Team Penylapan Bahen-bahan Sidang Umum MPR
(Team Dapjatmo) maupun melslui Fraksi masing-masing dalam
MPR, merupakan bahan-bshan bagi Sideng Umum MPR wntuk me—
nentukan putusan—putussnnya,



EET ?usyawarah Dslam PR

1« Bldang Umim Oktaober 19732

Kajelie Permusyswaratsn Rekyal hssil Pemllihan Umum 1971
pepgawall kegiatannya dengen wengadaken Sidang Umum pade tangal
1 sampal dengan 3 Qktober 1972. Acara Sldang kali ini belum
merupakan realisasi dari ketige tugas MFR, zkan tetapl socara
materiil baru merupakan persispon saja. Tugas dan wewehang
MPR yang sesungguhnys direglisasilkan pada Sidang Umum Haret
1973« Acara pokok Sidang Umum Oktober 1972 ialsh pelantikan
angoota-anggota MPR, Amanat Presiden, pemilihan Pimpinan MPR,
vembagian frakei-fraksi dan pembentukan Badan Pekerja (BE).

Talam aidang hari kedusm secara aklsmagsi telagh disetujui
bahwa anggota MPR yang menjabﬁt Pimpinan TPR dipilih untulk
ménjabat Fimpinan KPR dengon komposisli yang sama, A4itambeh
dengan seorang Wakil Ketus deri Utusan Dpergh (Eeputusan No.
1/MPR/1972)« Adapun komposisi Pimpinan WPR tersebut sdalah se-
bagai berikut: Eetuz E.H. Idhan Chalid dan para Wakil Eetua
masitg-maging Dre. Bumiskum, Domo Irenoto; J. Naro 8H,

e Isneeni dan Kartidjo (Kepuiusan Ne. 2/MPR/1972).

Persocalan mengenai Pinpinan WFRE jauh sebelum sidang ini
sudak ramai dibicarskan. Pada awal bulan Oktober 1971 dalam
pertemiannys dengan Partai-partei Politik dan Gelongan Karya,
Preziden Soshsrio mengajukan gasasshnya antara lain agar
Pimpinan MPR tidsk melembagm. Semus pihak dapat menerima sl
tergebut. Dan satu tehun kemudian dalam pidato peresmian
anggota-anggota NER Fresiden mengulangl harapannya yangs Soms.
Hal itu berarti bahwa Pimpinan KPR hanys berfungsi selama
maga persidahgan dan dslam rangks mempersigpkan suatu par-
5idangana.

Mamang salah sstu kelemnaban produk=produk WPRS ialah
nenempatican keduduksn Pimpinan PR3 sebagei miniatur lembagco
WFR(5)s Pimpinan MPRS dapat bertindsk atas nams MFRS bshken
memp‘-.my‘ai hak untuk "menpawzsl pelaksanaan keteftapan-ketetapaa
MPR3Y. Fadahal berdasarken UUD 45 kedaulatan rakyat dileluican
gepermhnys oleh HFR sebagsi penjelmpan seluruh rakyat. Wewo-
nang dan tugas ¥PR berads di taogay Sidang MPR sebagal satu
kesatuan ("die gesamte Staategewalt liegt sllein bei der
Majelis"), tidak di tengan anggols-anggota sscara PerscoTAangarn
dan tidak juga ¢i tangan Pimpinan MFR(S) atau badan yang



cibentuk seperti Baden Fekerja. Pimpinan MPR(S) atau Badan
Pakerja hanya boleh bertindak atas perintah Sidang MPR(S).
Wereke tidak mempunyei hak inisintif. Oleh karens itu Pimpinas
MPR(S) atau Badan Pekerja hanys berfungsi sebagai petugas
untuk melancarken jalannys Sidang MPR(S), dau tidak dapat
"mewaklli® atau "mengatasi® MPR(S). Apalagi, tugas mengawas:
Iresiden/Mandataris adalah ha% IPR, bukan Pimpinan MPR(5)
atau Padan Pekerja. Oleh karens itu untuk menghindari kesic.
pan;siuran dalam tata hubungan antar lembaga-lsmbaga Negara
Gan untuk tidak mengsburkan tuges konstitusionil DPR, maka
anggota WPR yang menjabat sebagai Pimpinan DPR dipilil untulk
manjadi Pimpinan NPR, ditombah seorang Wakil Ketus dari Utusan
Daarah.

Dengan Eeputusan No. 3/MPR/1972 Sidang mengesshlkan pem-
bentukan lima frakei yeitu Praksi ABRI, Fraksi Karya Pambargun-
any Frekai Demckrasi Pembangunan (sekarang Fraksi Partel
Demokrasi Indonesia), Fraksi Persatuan Fembangunan dan Fraksi
Utusan Daerah.

Kecugli itu dibentuk Badan Pekerja yang diketuai olch
Wakil Ketua MPR dari Utusan Daersh (Eartidjo), dibantu olah
lima Wekil Ketua dari lima Frakei (Eeputusan No. 4 dan Fo.
5/MPR/1972). Badan Pelkerja terdiri dari 45 angzota dan 45
anggota pengganti. Tugns pokok BP adalah mempersiapkan acarg-
ancara Sidgng NFR, rancangan produlr-produk MPR dan memberiien
saren kepada Fimpinen MFR menjelang Sidang MFR.

Untuk tidak mengulangi kesalahan darl BP-MPRS dulu, maka
Badan Pekerja MPR sekarang hanys bekerja apabila diperintahkcoi
oleh Sidang MFR. Setelah selesal tugasnys mempersiapican ren—
cana-rencana sidang, BP gpudah tidak berfungsi lagi. Sidang
Unmum Olkctober 1972 memugaskan kepads EP-MPR untul mempersiog—
kon Tata-Tertib MPR, Garis-goris Besar Heluan Negara, Tata
carg Pemllihan Presiden dan Wakil Presiden dan meninjau produle-.
rroduk MFRS serta merencanskan profduk-produk MPR yang dipan-
dang periu. Tugas~tugns tersebut harue selesai pada akhir
bulan Januari 1973 (Keputusan No. 6/MPR/1972).

2: EBgdan Peke rja

Dalam melalk=annlras snsse- B.dan Pgkerja telah melabu-
kan masa persidangen sebanyek 3 keli yaitu masa persidangan
pertama (25 Oktober - 3 Nopsmber 1972) antara lain telah
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.emilih 5 Walkil Ketua dari 5 Fraksi, mendengarkan penjelas-
ar tentang Waskah Kerja GBHN dari Ketua Team Darjatmo den
menetapkan tata kerja BF, Masa ﬁersiﬂangan kedua

‘16 Nopember - 20 Desember 1972} antara lain telah diisi
derngen Pemandangan Umam anggota cerhadap tugas-tugas BP,
pembentukan Panitis 4d Hoc I dan II gerta kegiatan dan rapoi-
rapeinya, Mass persidangen ketigs (5 = 31 Januard 1973) di-
<a3i dengen rapat-rapat Penitia Ad Hee I dan 5

Panitia Ad Hoc I ditugaskan untuk menyusun

a) Hentap tentang Peraturan Tata-Tertib HFR

b) Rantap tentang Tata-Cars Pemilihan Presiden den Wakil
Fresiden

c) Hentap tentang Habungan aniar Lembaga-lembaga Negare Ter—
Tinggl

3) Rantap tentang Keadman Berhalangan Presiden dan/atew
Wokil Presiden

g) Menyiaspkan rancangan Acara Sidang Umum MPE 1973,

Untuk menyelesaiken tugas-tugas tersebut Panitia Ad Hoe I

mambentuk Panitis Kerja B,

Earena terdapat saling pengertisn mska pembahason ma-
teri-materi tersetut berjalan dengsn lancar, Pada waktu
Panitia Ad Hoc I mengakhiri tugasnya hanys terdapat satu ma-
galak yang belum dapat dipecahkan yaitu mengenal voting,
Fraksi Persstusn Pembangunan menghendakl agar voting dilalki~
lkan dalam Rapat Paripurna Badan Pekerja dan Rapat Paripurna
liajelis, Sedangksn Fraksi-fraksi lein berpendapat bahwa
voting juga dilekuken dalam Rapat-rapat Komisi, Dalam per—
kembangan diskuai, Prakal Persatuan Pembangunan dapat mene-—
rima penggunasn voting dalam Rapet Komigi akan tetapi harue
sceara terbuka, Akhirnya masalah ini dapat digelegailcan olob
Pimpinen EP=MFR dengan katsa sapakat behwa voting dapat dAinmn-
til pada Hapat=-rapat Komisi sesual dengan gifat rapat peng
bersangkutan, terbuke atau tertutup,

Adppun pembahasan Rantap-rantap lainnys tidak menemul
ramulitan-kesulitan yvang berarti, Dalam menyelesaiken turoc
menyusun Rantap-remtap tersebut dipergunckan bahan pokck
yong diajukan oleh Prokai-fraksi vang kemudian diperkembanz—
arn dan disempurnakan Galam rapat-rapat,

Panitia Ad Hoo IT mendapat tugas wntuk
7] merumuskon Naskseh Rancangen Garis—geris DBesar Haluan He-
gara dan '



o)} meninjau kembali produk-produk MPRE ssrts merencanakan
produik=produk baru MPR yang dipandang perlu,

Adanye kesatusn pendapat untuk menerime seeors bulat
Pidato Presiden Soehario begerta lampirannya asebagai bohan
delam membahas rancangan GBHN, sangat memperlancar pekerja—
an Panitia Ad Hoe II, Apebila pendapat-pendapat dalam Pe—
nandangan Umum FPrakgi-fraksi dijajarken dengan Lampiran
Fidato Prepiden, dapat disimpulkan bahwe semua itu meruvowesn
pergueton atou penyenpurnasn atas materi Lampirsn Pidato
terasbut,

Sebogai persiapan untuk menyusun Hancangan Nasgkah
Goris—-garis Besar Haluen Negara pertama-tama Panitis Ad loe
I1 membentulk Panitia Inventarisasi yemg terdiri dari tige
orang Pimpinan Panitia A4 Hoe II ditambeh 2 orang dari Frak-
2i youg belum terwakili (Frekei Persatusn Pembangunan dan
Fraksl Partai Demokrasi Indonegia), Panitis ini menyusun
inventarigasi Pemandangsn Umum Praksi-fraksi,

Pelterjasn gelarnjuinya diserabkan kepada Panitia 12 yang
harus membahas mabteri hesil inventarisesi, Dalam pembahagan
wehep pertema Panitia 12 menyelesaikan lebih dahulu materi-
materi yang mudal mendapatkan prersesuaian dan pergetujuan
dori samus Fraksi-freksi, Kemudian perumusannya dikerjakan
oleh Penitia Perumus 5 yeng terdiri dari 3 orang Pimpinan
mitie Ad Hoc II ditembah 2 orang maoging=masing 1 dari Frak-
si Fersatusn Pembangunan dan 1 deri Preksi Partal Demeckrasi
Indonesia, WMateri-materi yeng belum mendapstksn kata sepsknt
ditangguhlkcan dahulu pembahasennys wituk dicarikan jalan pe—
nyelesaian dengsn pendekaton-pendekatan, lﬁbbying gerta kon-
sultasi intern fraksi maupun antars fra&'ai—:rﬁksi dengan
memperhatikan perkembangen pembahasen -dalam rapat,

Materi-materi yang pade mulanys sukpr untuk 8ipecabicen
ian belum mendapatkan persesuaian terdapet dalam bidang
foainl-Budays dan bidang Politik, Pemebahan mzsalah-masalsh
inl diuvsahoian melalul pendekatim-pendskatan baik formil
maupan informil dalam Tl.nbb;vj:ug-lubhyiﬁgl den konsultegi-kon-

sultasi, ;

Dalam bidans ®neial-Pudaya yang menjadi masalah adalah:
1, Fraktal Persntusn Pexbanguner memshendalci dipisahkannya
materl mengenal agama dari Bidsng Sosial-Budaya, sehing-

ga berdiri sendiri dengan satu heading tersendiri, Agama
merurut Fraksl ini tidak termasuk Bidang Sosial=Budaye,
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Frekgi=-fraksi lain berpendirian zebalilmyan, materi-nateri
agamn termasuk dalam Bidang Sosinl=Pudaya, Dasar dari
pendirien ini iaolah bahws materi-materi dalam sub-hoading
Agama tidak mengatur saluk-belul agsma, totapi mengstur
kohidupan orang-orong beragama dalem hubungan manusis de-

ngan panuvglia dalam mogyarakat, Dengon: demikian secaro

sogiologis Agama termasuk bidang Sosial-Eudaysm,

Fraksi Karya Pembengunan, Preksi ABRI dan Fraksi Utussan
Doerah mengusulkon supays dicentumken istilsh "EKepercayo—
en" di belaksng seticp istilah "Agama", Froksei Pergatusn
Fembangunan berkeberstan terhadap usul tersebut,

Karena Pendidikan Moral Paneasila diterima oleh gemua
pihak, meke Frakei Persetuan Penbangunan mengusulksn su-

paya pendidikan Agaman dicantumkan juga dolam bideng yang
soma, Sebensrnys mengensi materi pendidikan Agams tidak

terdapat mazalah di antara fraksi-fraksi, Persoalannys
ialah mengenal penempatannya dalam hubungan sistimatika

keseluruharmya, apaksh termzsuic bidang Pendidiken ataus=
kah bidang Agams,

Masalah pelayanan pinuiaisn ibadah haji, menurut Praksi
Koarya Pembangurien, Frakel ABAT dsn Fraksi Utusan Daersh,
gudah ftertampung dalom rumussn moigenai garamA-sorona
pengembangsn kehidupen keagsmesn, karena itu diusulkan
supaya dihapus saja, Usul ini dislak oleh Froksi Persa-
tuan Pembangimean,

Dalam bidang Politik yeng monjsdi perscalsmn 41 antara

frakai-frakgi islohs

1.

2e

Fraksl Persatuan Pembangunan den Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia berkeberatnn terbalap pembatasen struktur
Partai Politil/Golkar sampai Daerah Tingkat II , HGpalagi
kalau hal itu dicantumitan dalsm GBHN, Berkaitan dengsn
masalah ini *terdapat jiga perbedaosn pengertisn mengenai
"Lembaga Musyawarsh Desa® sebagal salah patu wadah ponya-
lur pendapet magyerakat pedezsen, Untuk mm;g;hinﬂnri galzsh
pengertian, PFralpi Paris’ Demokrasi Indonesia mengusullan
supeya igtilah itu dihapus sajs, Akan tetapli Praisi-
Trakgi lair tidalk meaystuiui usul ind,

Istilah ™monologyalil..' bez’ ~reraiur pemerintahen tidak

dapat diterime oleh Prelsi Persatusn Pembangunan dan
Frekai Partal D:ackrasi Indonusia,
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1, Penggunaan igtilah "otonomi riil* tidok dapat disetujui
Praksi Partai Demckrasi Indonesia, dem diveulkan untuk
diganti "otonomi seluas-luasaya™, Mengenai magalah peng-
angkatan Gubernur/Kepala Deorah kursng disetujul untuk
dicentumkan delam GBHN secara aksplisit,

Segala upaya ditujukan untuk menyelesaikan semua
“arupial pointg® tersebut dengan didorong oleh itikad bnilk
dan dengan gatu tujusn, ysitu agar masslah-magalah yang pe-
lik don peka, doapat diselesaikan dengan sebaik-bailmye domi
menjagas persatuan den kesatusn bangsa, Akhirnya masalab—ma-
golaoh dnlam bidang Sosial=Budayz dapat diselesaikan sccara
baik dengan penyenpurnasn-penyempurnasn sebagal berilout:

1, dudul "*Bidang Sosial-Budaya™ disempurnaksn menjadi "Bi-
dang fAgama den Kepercaysan terhadep Tuhan Yang Mahs FEaa,
Soslal-Budaya",

2, Sub-judul "Agamao" yang digempurnakman menjad: "Agoms dan
Keparcayaan terhadasp Tuhan Yemg Mahn Bsa" tetap dalem bi-
dmmg ini, henys ditempatkon sebagal sub-judul yeng pertn-
ma, mendahilui materi-materi lain (Essehatan dan Keluargo
Berencena; Pendidiken, Ilmu Pengetahuan, Teknologi n;lﬂ.n
Pembingsan Cenerasi Mudsa; Kebudayaon Nasionall,

3., Istilah "Kepercayasn terhadap Tuhan Yang Mahsa Esa® dite-
rima dalam berbagai rumasan,

4, Terdapat penyenmpurnaan yaitu dicantumksrmya prinagip ko=
bebonsan menghayati dan mengamalken Ketuhanan Yang HMaho
Esa dalam peri kehidupen beragama dan peri kehidupan bor-
kepercayaan,

5, Masalah pendidikan Agana dimasukkan dalam rumissn mongo-
nal penambahan "garans—-garana yang diperluken bagl pe-
ngembangan kehidupan Keagemasn dan kehidupan Kepercaysan
terhadap Tuhan Yang Mahsa Esa, termasuk pehdidikan spoma
yvang dimaguklton ke dalam kurikulum di sekolah—gekolah mu-—
lai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-univer—
sitas negeri",

. Feloyanan penunaian ibadah haji tetap dicantumkarn,

Peracalan-persoalan delem bidang Politik dapat diseloe-
galkan asebasal berikut:

1. Tentang struktur Partai-partsi Politik/Golengan Eaorys ti-
dak dinysteken pembatassnnya sampai Daerah Tingkat II,
melainkan hanya diberiken pengarahan dan peleksanaannya



ghan dimter dergnn Todang-undang sesusl deggan jiwa
Pangesila den TN 4%, SHodengksn mengenal "Lembaga Musya-
marah Desa®™ faeop dicAantumhan sebogsni palah satu kemung-
kinan dalam paagrempurnoann wadah-wadeh penyalur pendapat
magyarakst pedesastl,

o, Iatilah "moncleoymlitag® diganti "penuh kesstissn don ke-
tastan kepada egore dan Pemarintahv,

3, Tentang "Otonomi riil" difanti dengan "otoncomi daerah
yang nyata"™ den disepakati bahwa hal-hal mengenni otonomi
daerah, termaosuk pemilihen den pengongkaten Gubernur/
EDH diatur dengan Uhdang-undang,

Detigan tercapainyos persetujusn bersama kelima Prekal
mengenai mesalat-masaloh yang sukar direcahkan itu, mska
Panitia Ad Hoo II telah berhasil merurusksn suatu rancangan
Kaskah Goris—-geria Beser Heluen Negnra secara bulat dah tun—
tas, Henya terilspat satu masalah tehnis yong belum dapat
diselesaiken, y=itu mengenal penuansm ke dalam Ketetapan,
Keempat Pralosi sspaket unink movusangken GEHN dalam satu
Ketetapan yang utuh, sedang Fraksi Demokrasi Indonesia
mengusulEsn 2 Ketesapon, Oleh Pimpinen HP-MPR masalah ini
gkhirnya dapat diuslesaikean don Giseatujui oleh semua Fraksi
untule menuanglrern GPHN dalem patu Ketetapan sajn,

Pembahasmn tentmang panin’ausm Eestetacan-ketetapan MPRS
tidak menghadapi kesulitan, Panitia € yong ditugaskan mntuk
menyelesaikan tugma iri dapat berjalen lenear, Pada akhirnya
Panitia Ad Hee IT menyershban hesil kerisnya yeng terdird
daris '

i1, Rancangan Neskah Geris=geris Besar Holusn Negara
2, Materi=-materi yang perlu dirumugksn dalem Rontap, melipati
a) Pengangksinn Fresiden
b) Pengangiatan Wakil Tresidem
¢) Laporen din Perianggangan Jawsb Presiden
) Pelimpahan Tuges don Kewonengan kepada Presiden/NMen-
dataris MR vatuk melaksensken Tugas Kepinet Pembangun—
emn
e) Pemilihen Umum
T) Perninjsum Produk=rcrodilr varg derups Keletapane
ketetapan MFRS,

Untuk menyelegssikeon venbchasan lebih lanjut keenam ma=
teri di atas dan memangicontys e delem Asntep=rantep, BP-
HPR membertw: Fanitia Ad Hoe III yang Serdiri dari 12 orang,



pagas terakhie ywgd DErUis pAVEIDUINEAAN redaksionil seris
ponyelegaian perbidzenepgardedasn yang maslih ada disgerahion
Lapada Pimpins: BP-MPR, t(rhimys sesus tugas Baden Pekerje
dapat diegelesaikan sesual dungor tatas waktu yang disedia-
ken, Hagil-hogli Badsn Felkerja ini barupa gehalas Rancangan
Ketetapan MPR dan &ua Rancangan Kepatusen WFR. Oleh kersna
dalam BP-MPR telah dudul welcilewakil Prakei, maks pada ha-
wakatnya haail-hagil Fadan Tekerja itupun merupakan hasil
bersana yang mangiket gooma frakel,

Sabenarnya, dipsndsng deri komposisi kekustan delam
NiR dan diukar dengan "haromater demokrasi liberal" maks i
ga frekei yeng tergabing delam Keluargs Besar Golongen Kerya
dapat dengan mudal memaksclknon keliendsimys melalui pemmguben
spara dolam rTsoot plens Tadan Pekerja, Akan tetapi Demokrasl

Pancasila mencutruskss osha den ikhtiar untuk sejauh mung=
kin memempul .i-I w, rmgvnvarat vrtuk mencapal mufakat den
tidak menoriolilksy Ymajariiss ater minoritas" atsupun ke—
mirtlakan golorowm:, Guns wer--allien maselehe-monaloh yang sulit

diselesallar -3: sAopuk lzian lobbying, pendekatar Asn konsual-
taai=kensultest, Tengn. Somikiar berhasilinga ravat-rapat
Baden Pelerds sabpiigue camoutizken behws semus Fralfgl Yeng

menecerminitas lkelpus  avi=leinocan sonizl-politik telah mampu
melakganakan Tamchkras. Tancspilo,

Cremmnim ol e

Bidang Umum yang berlangsung coari tanggal 12 sampai de-
ngan 24 Maret 1973 adalab peristiwa bursejarsh yeng gengat
penting artinya, karens crupakan sideng yang pertama kali-
nya dari Lembags Tert:nrii Wegera hasil Pemilu yong melaksa—
nakan tugas dan wewenas,myve sesusl dengan UUD 45,

Acara=acsrs pokok Adzcl T .rapat paripurnas Majelis ter-
sebut adalsh sebagai berikud; Pidato pertangsungen jawab
Presidan/Mendararse, pengesaban Peraturen Te*a-Tertib WFR,
Pemandsngon Ui Frekel-Trshei atas hesil-hasil Baden Peker—
ja dan pertavgmuieun Sadob Yresiden, pembem¥ukan 3 Eomisi

\Eomigi &, B, den ) yang renbahsas gertya merelesalkan seca-
rae final Rentmp-cioton song dlparsiapkan BF, Steamofivering
Frakgi-frakel nieg ke it ) Lomist, pengesabn:n Eetetapan-ke-
tetapan I-.J.E’i_‘::, pagsitss aen ssnesnchaton Pragiden dan Wakil

Froglden,
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Pidate pertanggungjawsban Preaiden/Mandataris adaleh
yang pertama kali dilskssnekan delam sejarsh ketatanegarasn
Hepublik Indonesia, Meskipun Presiden diangkat oleh MPRS,
namin tetap memberikan pertanggpungan jawab kepada MFR hasil
Pemilu, Sebab, selams UUD 45 berlaku Majelis merupakan lem—
baga tertinggi yang berlangsung terus, siapapun personalis
yang duduk di dslamnya, Apalagi, pada pihak Presiden/Man—
dataris gsendiri terdapat itikad untuk merintis serta melurus-
kan jalan kehidupan konstitusionil sesusi dengan TUD 45,
Kengingat pentingnys scara ini, maks Majelis menganggap por=
1u untuk mepnugaekan satu Komigi, yaitu Eomisi C, untuk me=
nenggapi/menilai pertanggungean jawab Presiden tersebut dan
gekaligus menggarap materi Rancengan Ketetapamnya,

Adapun Komisi B ditugaskan untuk menyelessaikan 7 Ran-—
cangan Ketetapan, yaitu Rantap tenteng Tata Cara Pemilihan
Pregiden dan Wakil Presiden, Rantap tentang Pengangkatan
Presiden R,I,, Rantap tentang Pengangkaten Wakil Presiden
E.I,, Bantap tentang Pelimpahan Tigas dan Kewanangan kepads
Pregiden/Mandataris MER untuk melakssnskan Tugas Kabinet
Pombengunan, Hantap tentang Keadsen Fresiden dan/atau Wakil
Fresiden R,.I, berhalangen, Rintep tentang Bubungan Tats Kor—
Ja Lembage Negara ﬂanganfhtau antara Lembaga-lembags Tinggd
Negara dat Rantap tentang Pemilihan Umum, Sedangken Komisi
4 bertugas untuk menyelesaikan secara final Rantep tentang
Garis-garis Besar Haluan Negara dan Rantap tentang Peninjau-
an Produk-produk yang berupa Ketetapan-ketetapan MPRS-HI,

Mekanisme kerja yang diperguncskan oleh ketliga Komisi
tersebut ﬂﬂﬂlﬂh gama, Baik Komiei A yang berjumlah 306 ang—
gota, Komigi B 303 anggote maupun Komisi € 302 anggota ma-
sing=-masing membentuk Panitia Eerjs yang terdiri dari 30
snggots, Dari dan oleh Panitis Kerja ini dibentuk Panitia
Ferumua 11, Berdasarkan konsensus di asntara frakei-fraksi
Ketua Komisli A dipegang oleh Fraksi KEarya Pembangunan, Ketun
Komiel B dipegang oleh FPrakai ABRT dan Eetua Homigi C dijo-
bat oleh Fraksi Peraatuaﬁ'?aﬁhangunan. Masing-masing Ketun
dari ketige Komisi tersebut dibentu oleh 5 Wakil Ketua dari
5 Froaksi-fraksl,

Berhesilnya pengolahan Rantsp=-rentap dolam Badan Pekor—
Jja secara matang sangat memperlancar pembicarsen den pembe-
hasen yang dilalmukan oleh Keomigi-komial serta Panitia=paniti=-
nya, Apa yong dikerjeksn oleh Eomisi-komisi dan penitia-po-
nitianya itu 4i samping mempertegons pendapat semua frakei-
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Iraligl, juga merupzkan penyompurnasn redeksionil yang bersi-
Tfat tehnis yuridis,

Komigi A yang mengolah materi yang culup berst dapat
menghasilkan 21 penyempurnean terhadap Rancangan Garig-gnrig
Besar Haluan Hegara, Di antara 27 penyempurnzan itu terdapst
| tambzhan mateorl bare ysitu mengenai land-uge plenning, dan
beberapa penyempurnssn redsksionil tetapi cukup prinsipiil
yaitu: Hek milik perorangon diskui dan pemanfaatannya tidoir
boleh bertentangan dengan kepentingan masyarokaty Dimasullkr
nya pernatian terhadap petahi-petani yang memiliki tanah
terlalu keeil dalam rangka meratakan penysbaran haail pemba-
ngunan; Di bideng kesehatan diusahnkan kesempatan yang lebih
luaes kepada warga negara untuk mendapatkan "derajat keschaot-
an yang seball~-bailnyn sesuai dengan kemampusn yang ada®;
Pombinaan pers yang schat yaitu pers yang bebas dan bertang—
gung jawab; dan dihapuskannys anak kalimat "sesuai dengan
kemampuen yang ada™ dalem usshe monambah sarana-garans bagi
rengembengan kehidupen Yeagsmasn dan Kepercayasn terhadap
Tuhen Yang Maha Ega, Khusus terhodap penghapusan ansl kali-
mat ini eleh semua Fraksi disepekoti bohwa dolam pelaksanio-
annya harus tetap mamperhatikan kemampuan yang ade, Eecuali
itu terdapat usul mengemnai penghorganon bagl para perintis
kemerdekaan, pendaorits vacad veteran yang ditampung dolam
rumusan Pasal 3 eyat (e) ynitu "yang materinyae belum tortnm—
pung dalam don tidek bertentangon dengan GBHN ini dapat 4i-
atur dalam peraturan porundangen®, Dengan disepskatinya 21
penyampurnasn tersebut, moka Hontap tentong Garis-garis
Hegar Healuan Wegora dopat diselesaikan, Mengenai Rantap ten-
tong Peninjouan Produk-produk yang berupa Ketetapan-ketetap-
ar MPR3-RL, Komisi A tidok menjumpai satu persoslanpun, ko—
rens gemia Praksi menyetujul Rantap hasil Badan Pekerjo itu,

Demikion juga Komiei B berhasil menyempurnokon perumis-—
an dari 7 Rantap, Sedangkan Homisi ¢ depat menyelesailton tu-
goanys yaitu Rantap tentang Pertonggungon Jawsb Preaiden R_I.
Jendral TNI Socharte sclalu Mandateris MPR, Komisi ¢ sepakat
manghapuskan Pasal 2 yang semula berbunyi "Isi beserts urai-
an penilaisn gebageimenno tersebut dalam pasal {1 Ketetapan
ini, terdspmst dsl-m Noskah Penilaian yang manjadi bagian tak
JLerpisgahkan dari Eeteiopan ini®, Penghapusan itu dengan alag-
an xarens kessgluruhan pertangrungzn jawab tersebut telah di-
terima, sehingga tidak perlu lsgi catatan-catetan penilaisn,
Hal=hol yong belum dapat dilakssnnken secars Sempurns selama
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iauan jabatan Presiden ftolah torcalup delam GBHN baru yang
sekaoligua merupakan mandat bearu,

Rapat=rapat yang berjalzn lancar itu menimbulkan bebe=—
rapa tEnggapan negoitif di kalanpan masyarakat, Beberape ko-
langan melontarkan igsue bahwo Sidang Urmim tersebut hanya
gemacam "gandiwara®, “sudsh diatur dan distel gebelumnya”,
"lurang demokratia® dan sebagainya., Fendopat-pondapat itu
lurang tepat, Sebab, dalam tata kehidupan modern scekarang
ini perencenasn (planning) merupakon faktor yang menentuican
berhasilnys suatu usaha, Demikien pule dalam tata kehidupan
berpolitik demokratis, mekanisme kerja yang baik dan rapl
sangat menentuken, Penyiaspan materi-materi oleh Badan Peker-
ja = yang dibentuk oleh Sidang MPFR den mencerminksam represen-—
tazi kekuatan-keluatan sosial-politik — dan pergiapan tehnis—
administratif oleh Sekretariat KPR adalah dalam rangksa melan-
carkan proses musyawarah, yoang tidek mengurangi helekat de—
mokrasi itu sendiri, Daolom sejarah ketatenegarasm, kita per-
noh mengalemi kegagnalen den perpeeshan justru delam suasans
yang olah bebaorapa kalangorn dianggep "demokratis", seperti
terjedi pada Sidung Kenatituante 1556-1959,

Di sotu pihok demokra=i tidak hamus berarti perdebatan
¥yang ramai, di lain pihsak apabila sustu proses berjalan
lanpar karena terdapat persiapan yeng dilakuksn dalam sus—
sana mugyawarah, tidek berarti bertentange: dengan demokra-—
si, sebab persiapan itu sendiri tidel: meruinp kebebosan
yang wajar, HMekanisme dslam musyawarah joull berbeda dari
mekanisme "demokrasil libesral®, Dalem musygwarﬁh, lobbying
serta pendekaton=-pendekaton secara infensif sangat berarti,
sehingga sebelum sidong resmi mosalah-masgleh sudeh dimatang-
ken dan dicapai konzsensus, Ti samping ifu bentuk rapat yong
tarlaly begar benar-benar tidsk pommynkan pembshegan o
salah secara mendslam, Pembahassn dalam pshitie-penitie yoang
makin keeil, sistim perwakilen secara proporsionil semakin
kurong diterapkan, Misalnya, delam Panitia Perumme 5 GBI
masing-maging Fraksi diwakili oleh 1 orong, meskipun lcaleu
ﬁiphndﬂng cari perimhangﬂﬁ kelmatan, sebenarnya Froksl yong
kecil tidek dap=t terwakili, Tanpa mengurangi halk berbicors
dari anggota-nnggots maka gidang resmi tinggml merupakan pe-
resmian dari hagil-hagil konsensus, Dalom pengertian iniloh
kiranya harug dipahami dan Ainilai prozes yang berlangsung
serta hasil-hasil yeng dicapal Sideng Umim MPR yang lalu,



dha

iV, Hapil=hasgil

Dolam meninjsu hasil=hagil Sidang Umws MPR ini, wkuran

veng dipakai adslah ketiga tugas MPR, Sebagai pelaksansan tu-
cas pertama, yaitu mengenai bidang institusionil, Sidang Umun
ini menghasilkan beberspa putusan yang mempunyai arti sanrat
panting dalam kehidupen bernegara, Ketetapan-ketetapan yang
dihanilkan dalam bidang ini ialah:

1.

3

retetapan I/WPR/1973 tentang Peraturan Tata-tertib KER,

Arti penting Ketetapan ini ialah: meluruskan pengertian,

kedudukan dan fungsi-fungsi Lembaga Tertinggi Negara, de—
ngan demikian misalnya Fimpinan Majelis tidalk berwenang
nengeluarkan statement-statement politik dan mengatas-na-—
mai Majelis tanpa ditugaskan secara khusus oleh Majelis,

Ketetapan IT/APR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden, mempunyai arti memperiaya konvenal ke-
tatanegaraan dan melaksanaken ketentuan UUD secara terpe-
rinei dan tetap dalem jiwa dan semengat UUD 45,

Ketetapan VI/AMPR/1973 tentang Hubungan Tata Kerja antara
Lembags Tertingegi Negara dengan/steu antar Lembaga~lembaga
Tingzli Negara, mempertegas tata konstitusi kita berdasar-
kan UUD 45 dan memperkays konvensi Ketatanegaraan,

Ketetapan VII/MPR/1973 tenteng Keadaan Berhalangan
Pregiden/Wakil Presiden, mengatur lebih lanjut ketentuan
UUD sesuai dengan jiwa dan isinya,

Ketetapan VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum, menegasian
bahwa Pemilu yang skan datang dilsksanakan gkhir 1977,
Ketetapan ini menegaskan peleksanasn demokrasi secara fer—
atur dan wajar dalam pemilu yang sekaligus merupsken pro-
aes pendidikan masysrakat hidup berkonstitusi, Kecuali itu
merupaken useha untuk semakin menyelaraskan mass-masa jo-
batan di antara lembage-lembaga Negara,

Dalam bideng konseptuil Sidang Umum berhasil memutuskan

dua Ketetapan, yaitu:

1.

Ketetapan IV/MPR/1973 yang berisi Garis-garis Besar Haluan
Negara, Dengan Hetetapen ini, kecuali ditetapkan program
umum nasional yang berupa pembangunan yang terarah, in-
tegral, sistimatis dan koneisten, juga ditegaskan fungsel
dan kedudukan GBHN sesuai dengan UUD, Dengan demikian
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snleh tafeir dan peadapat-pendopat yeng tidak sesuai de-
ngan UUD 45 pada masm-mesa lelu dapat diselesalkan dan
diluruskan, GBIN memuat perscslan pokok yang dihadapi
rekyat sekerans don lima Tehun mendatang, yeitu: pertum—
buban ekonomi, peratasn rendapatan den psrtisipasi rak-
yet yang leblh mantsp den terarah,

2. Ketetapan V/MFR/1973 tentang Penin jauan Produk-produk
KPRS :."aug berupa Eetetapan, berkaitan ercet dengen Ketetap
an tettang GBHN, febaega’ kongelrwenszi dari penyusunan ha-
luan Negara yang baru, haluan Negara yeng lamas harus di-
tirjau dan meteri-materinya yeag tidst sesuail lagl dengan
eagpirasi dan tuntutan hidup rakyat, apalagi yang tidak
gesual dengan dasar dan lasdasannys harus dihapus, Bebe—
rapa Ketetapen MNPR3 yang masih sejalan dengan pemikiran
“tersebut musill telzp berialu,

Ketetapan-ketetapan MPAR sebagai hasil pelaksanzan tugas
ketiga adalal:

1, Ketatapan ITIARDA1973 ten
Presiden, Dangon Tap indi k
yaitu mekaniario timbal=pililc antsra Merdataris dan Pembe-
ri Mandat, yeng merupokan ta*a cora bernogara ysng gehnt,

tang Ferlanggmngan Jawab
o
W

'E,"KBtGTa}an IX/MPE19T3 tantans Pengangitatan Presiden, se-
bagal pelaksanasn UUD 45. Deagin denihica vntuk pertamas
kalinya MPH hesil pemilu memilis dan “Eng:ngtﬁt Presiden/
Mandaetaris,

3., Ketetzpan XAPR/1973 tentang Pelimpohan Tuges dan Kewe=
nangen Kepeda Presidsn Mandaterig HPR vnduk Mélakaanglkar
Tugas FPembangunan, Tap inl mepmberikan sarons yang lenglcep
bagi Presiden/Mardataris dolam molckeanalkon den mengemon-
kon persatuen den kessiuan bengsn, Paneasile dan UUD 45
gerte pambancuvicr nasienal, karenag kesyataon masih terde-
pat bshays torulangrnye 0 30 5/PKI don baleyn subversi lo-—
imnya, Pembarisn wewetanes demidinsn tetop dalem snasans
demokrasl Fancasila dan gesunl dengmn UGD 45,

4, Ketetapen ¥T,/NPR/i973 tcitens Pengongkaton Wakil Presider,
melakaanuhnﬂ_kgtﬂﬂtuﬂn UCD 45 don menegastan Kedudulcan
Wakil Presidicn daism tets komatitesi UUD 45, yaitu bahwe
Wokil Presider bukan Wakil ¥omdsotaris,
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V., Eeaim an

Melihat kristalisasi ide dan tuntutan hidup rekyat,

broges musyawarah dsn perumnsan aspirasgi rakyat tersebut
serta putusan-putusannya, Sidang Umum MPR ini mempunyai ar-
%1l yang sangat dalam gserta merupakan lsngirah ysng pesat da-
lem pelakganasn hidup bernmegara, yaitu:

1

4-

Ketetapan-ketetapan NPFR mengandung berbagai putusan yang:
memantapkan tatanan institusi Negara sesusl dengsn De—
mokrasi FPancasila dan UUD 45, Demikian juga ditegaskan
dalom GBHN program pertumbuhan ekonomi, program perataan
pendapatan dan program pengaturan partislpasi rakyst yang
gehat, Ketlga masalah pokok tersebut merupakan sarang fo-
nuju ketahanan nagional yang tangguh,

Dipilihnya seorang Presiden yang berwibawa dan kuat ser-
ta terjaminnya kerja sama yang baik dengan Wakil Presiden,
mamp?']{&n harapan aksn terlaksananya putusan-putusan
Majelis dengan baik,

Proges musyewarah dalam Sidang Umum menunjuklkan pelaksa-
nasn Demokrasl Pancagila dan sekaligus menunjukken bahws
putugan~putusan MPR berakar pada kehendak dan sspirasi
ralyat, sehinggo mengikat seluruh bangsa,

Speara materiil dan formil Hetetapan—-ketetapan MPR seja~
lan dengan UUD 45 dan Pancesails,



COKUMEN

B
1, cALANNYS STDANG UMEM MER 1973

FPembukagn Sidang Umum MPR

Sidang Umum MPE dibuka tanggal 12 Maret 1973 oleh Ketua
WMPR Dr, K,H, Idham Chalid, dan berlangsung sampai dengan
tanggal 24 Maret 1973 dengan acara pokok menetapkan Garis-
garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih Presiden dan Wakil
Fresiden, meninjau Ketetepen-ketetapen MPHE-3 dan membuat Heo-
tetapen~ketetapan baru,

Dalam rapat raripurna ke-1, Ketuas MFR melaporkan bahlwa:
(a) Sidang Umun HMPR tanggal 1-3 Oktober 1972 yang merupakan
gldang perslapan telah menghsailkan 6 buah Keputusganj

(b) BP (Badan Pek=rje) -MFR delsm tige masa persidangan an-
tara tenggal 25 Oktober 1972 sampai dengan 31 Jamuari
1973 telah berhasil menelorltan 11 Rancengen EKEetotapan
den dua Rancangan Keputusan MFPR, '

Dalam pembukaan Sideng Umum ini, Presiden Soesharto me-
nyampaikan Pldato Laporan Pertanggungan Jawab rresiden; se-
bagal Mandstaris MPHR, Adapun pokok=-pokok isinya meliputi
Fanca Kride EKabinet Pembangunan I:

1) Stabilitas politik dan politik luar negeri

a) Tiga hal pokok yang harus dilsksanskan untuk stabili-
zasi politik adalahs

i) merhirg £on momT ~mat rosa percatuan dsn kesatu-
an gelirvh Besges ¢op Hegara Indonesis dardi
Jabang esmnei Marauke;

ii) membins dsn mempericuat pelakesnasn Demokrasi
Pancagila dan tegaimyn imkum, Dalam rangka ini:
maka: Proaea penyesaran IPR awal tahun 1968 meru-
pekan lsngltah menuju pembaharuan struktur dan ke-
hidupsn politik, dan lebilh mencerminksan kekuatan-
kekuatun yang sda dalan masyarakat dengan dibeda-

kannya antara enggotas yang mewakili Parpol=parpol
dan Golongan Earyu:
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Pengelompokan Tartai dititik beratkan pada progran
kerja, bulkan ideclogi, dan sebagal wadah masyara-
kat untuk membina kegadaran politik Partai-partail
den Golongan Karya berhasgil mengelompokkan diri
menjsdi dua Pargal Pelitik dan satu Golongan
Earyaj
Lombega—lenbags Negara tingrat Pugat dan Dasrah
didudukican kembali sesuai dengan UUD 45;
Pers selain bebas harus jugs bertanggung jawsb dan
fungsinys harus dikembangkan gebagaei penggerak
pembangunan ;
Eebebagan mimbar di tingkat pendidikan-pendidikan
tinggl dijamin untuk meningkatkan ilmu pangetabu-
an, mengenal kehidupan masyarskat dan memperalap-
kan pemimpin-pemimping;

iii) meniadakan gejala—gejala dan rongrongan yang po-
tengiil terutama dari sisa-sisa G 30 S/FEI den
unsur-unsur subversi laimmya,

b) Usaha memirnikan politik luar negerl yang bebas dsn
aktif demgen cara:

i) mengabdikarmya untuk kepentingan nasional serta
turut dalam kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan
perdamaian dunia, khususnya wilayzh Asis
Tanggara;

ii) menghentikan politik konfromtasi dan menormalisir
hubungan denran Malsysis, aktif kembali d4i FBE
dan orgenigagi-organisasi internasional serta
membentuk kerja sama regional ASEAN tabun 1967;

iii) menegaskan sikap terhﬂﬁap beberapas masalah inter—
nasionnl, mmtars lsin delam hal:
Hubungsen dengen RRC kita sedia menormalisir hu=
huﬂgan asalkan HRC menunjuklken sikap berszhabat
dan tidak membantu tokoh-tokoh bekas FRI;

Perjuangen rakwyst Afriks den Timur Tengah kita
sckong;

Fenyelespian sengketa India — Pakistan dan masa-
lph Bangls Desh kite telah menawarkan jasa—]asa
bailk;

Masslah- alah ia Te ara kita memprakarsai
konperensi para Menteri Iuar Negeri ase Asla
Pagifik tahun 1970 untuk mencari penyelesalon
kegawatan di Khmer serta mengenal masalah Vietnam
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kita tegaskan bahwa masa depan Vietnaun ditentu-
kan oleh rakyat Vieinam sendiri tanpa campur ta=
ngan asing;

iv) dapat menerima bazntuan luar negeri dengan sysrai
tanpa ikatan politig Aarn atas dasar saling mens-
hormati, dan bantuan kredit harus dengan syarci
ringan sahingge memuingicinksan kita membayar ken-
bali dan pengsuncanvva sesual dengan kebutuhsn
kita tentikan sendiri,

2] Pemilihsn Umum tolah dilaksanakan herdasarkan Ketetapan

3)

%o, XLII/NERS/1963, UU Pemilu Neo, 15/1969 dan UU No, 16/
1963 tentang Susunan dan Keduduken MPR, DFR dan DPRD,
Eeberapa manfaat dari Pemilu yaitu mskir memantopkan
stabilitas politik dan persatuan bangsa serta membantu
kelancaran penysderhanaan kepartaian,

Pengembelian ketertiban don ke tidak nanya meliputi
tindaken—tindakan fisik cperasionil; melainksn merupakan
upaya menyeluruh melalui pembinaan dan pelaksan=aan keta—
hanan di bideng ideologi, politik, ekoromi, sosial-buda-
ya dan hankam,

a) D1 bideng ideclogi, kesetimsn terhsdap Pancsasila di-
buktikan oleh kenyatasn Lahwa setiap pembercontaksn
atau usaha merubshnya selalu mengalami kegagalan, Ke-
getigan itu didessari oleh keyakinan bahwe Pancasila
dapat membawa kebahogiamn bangesa balk materill msupun
gpirituil,

b) Di bidang sosial-budays dapat dikemukakan beberaps hol:

i) masih mengandung kelemghan, karena adenys perbeo-
dasn-perbedaan ekonomi dealam masyarskat, dalaom
hal ini persnan mass med.ia sangat penting untulk
mengatasl perbedasn-perbedsan itu menuju pady
integraal bangsa; . :

ii) masih terdapat ugaha memperuncing perbedssn sn-
tare pribumi dan non pribumi, padahal kodua
golongsm masyarakat itu sama=-sams wargsa negora
yang hak desn kewsjibannyr gams, Diharapkan'tum-
buhnya solidaritas sosial di mmtara kedua golong-
an itu den dalam ugaha ekonomi diharspkan golong-
an non pribumi memberilan kesempatan kepads go-
longen pribumi untuk turut berusaha dan menik-
mati hasilnyasj



iii) di bideng pendidikon sedmng disigpkan U0 tentaag
Eetcntuan=ketentuan PFokok Pendidikan}

iv) kebebasan den pengembangan kehidupan berpgams di--
jamin, gerakan Premika @lintensifkean den pengaruk
kebudayoan asing yang bertentangan dengen
Pannasila dicegah,

c¢) Dalam langlkoh-langkeh figik operasionil menerusian
ugahe mengikis sisa-slsa G 30 S/PKI, menumpas gisa~

- Bisa gerombolan "Organisasi Papus Merdeka", PGRS/

' PAEAKU,-ﬂRepuhlik Pergatuan Sulawesi® (bekas DL/TII),
Pemarintah berusahs menyelesailkan mesalah tahanan
politik dengen landagan keselamztan Bangea -dmn Wegars,
penyelesaioan berdassarken hukum dan perlaokuan yong wo-
Jar berdasarican kehesaran Pancaslla,

4} Penyempurnasn Anaratur Hegara memerlulzan strategi penjyom-
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purnaan yaingz menyaluruh yang meliputi segi-sgegi instifu-
sionil, pergonaliz dan managenent, Tembaga-lembaga yang
tidak jelas kedudukannya (Front Nesional, KOTHAR, dan
gebagainya) dihapusken, Untuk melaksanskan prinsip de—
mokrasi ekonoml, maki perusshiaan~perusahasn Negara dialih-
kan_ﬂtaiusnra menjadl Perusshasn Perserodn {PEEEED}, Feg=

" rugszhaan Umen (FENOM) dan Porusshasn Jawatan (PERJAN),

Flmgus terhadsp peranan #Bil sebagsl stabllisator dan
dinanisator mosyarskat, meko ADRT kongokwen delam meles=
lulkan introgpeksi don korekri, Pembersihan terhadsap sisa—
gisa G 30 §/FKI torue dilakukon, Jjuga diembil langkah—
langkeh mendiaiplinir anggote-ongzota, AERI tidak ingin
Kekuasaan, hﬁny& menghendalki agar oito—cita mesyorakat
adil dan makmir dapat dilaksanakan,

) Btobilisgasi Fkonomi don Pembansuran Lima Tamm:

Program Jjangka pendelt Kabinet Ampera ialah stabilisgasi
dan rehabilitasi skonomi, Sazaran pokok yang diprioritos-
ken ialah petigendslian inflasl, peayediaan kebutuhan pa-
ngan, rehabilitosi pragsarana ekonomi, peningkaten kegist-
an eékspor dan penyeilaan sondang, Sedengkan strategl dan
gosaron meliputi tize hal pokol yong harus dilaksanakan
Jaitui

i} penertibon dan penrehatas keuangan Negora

ii) penggarapan urussn monete» dan dunia perbankan
iii) memperluas ketarlibststl masyarakat dalam kegistan

altononi,
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Uzgaha pembangpman menon jollon dusa segi vaitue perdiarkatsn
hidup rakyat dan peratasm hs3ll pembemrmmean ka seluwruh
r-kyat, Penyusunanr Repalita bertujusn untud memoerbaiki
“araf hidup rakynt den gektalipgus meletaklkan landagen bo-
1 pemhangunan tahap berikutnya, Sasaren Repelita I -
liputi pangan, sandang, perbaiksn prosarana, perumshan
rokyat, pérluasan lapangan kerjia dem kessjshtersan rcoani,

Produksi nasionnl yang antara lain mencekup bidang pertc-
nian, industri, pertambangan dan presarans (bendungon,
irigasi, perhubungan, listrik dan lain-lain) mengalami
kenaiken 74 petiap talun, Laju inflasi dari talmm 1966 -
1971, turun dari 650 menjadi kurong dari 2,54,

Intuk mencapal asyarakat adil dan mskmur mosih harus di-
lekganakan transmigrasi secara besar-besaran; membangun
industri yang mengolabh bahan balu, menghagilkan megiu-
mesin, membangun bendungan/irigagl dan pusat tenaga lig—
trik, mendirikan sejumlah gekolab, rumgh sakit dan rumah—
rumah murah,

Diakul bahwa hasil-bszil pembanganan belum mencukupi, .-
topi semuia itu dalam rangka kememmuar kita dan sesuni de—
ngan skala prioritas, Hasil-hesil ini semua terutemn ber—
kat kemsusn dan ugahr sunggubh-sungguh seluruh rakyet,

Fongesahen Peratursn Tata Tertib WPR dan Jadwsal Acaras
Sideng Ummam

Dalam rapat paripurna ke-2 tanggal 12 Maret Hancangsn
Kotetapan tentang Peraturar Tata Tertib MPR disetujui oleh
semia froksi dengan mendapatken penyempurnasn=penyonpurngo
dari frakei-frakei, Rancangan tersebut disahkah menjadi
Ketetapan MPR No, I/MPR/1973. Demikisn juga telah dipahlran
Jodwael Acara Sidang Umum Maret 1973,

Femondangan Umuam et e

A, Froaksi Utusat Doerah (Repat Paripuma ke—3 tanggel 15
Krret 1973},
Ketua Frokéi Utusan Daerah, Mohammad Noer menyatek:: antn-
ra lainz



1) GBHN

a, Pendekatan
Di samping meliheot repentingan nasional dengsn ag—
pek malirouys, Fraksi Tiusan Daerah beartitik tolak
atas pendslketen keperlbingsn dan kebutuhan iegionszl
dengan aspik—aspek rikronya dengan ramusan untulk
meningkatkan tara® 2idup dan kesejshterasn ralyat,

b, Pembangunan eelitor pedasasn

i} EKeharupan'meabangun desa adalah untuk meniog-
katkan tars' hidup mosyerskat desa dan mele-
takkan dasir-dasar bagli pertumbuhan dan perlkom-
bangan elinomi regionsl dan nasional yang gehat,

1i) Pembanmiien deen merupaken pros2s bertshsy me-
lalul perkembongan Desa Swadaya, Desa Swakoryn
menuju Nese Swesembada,

111) Dengan ooocsfa len dan pregenbongieen potenai de-
sa, dila¥san.iton usahs-ugaha peningkatan pelsk-—
sanaan peoneslbian desa, peningkatan pengotohunn
dem ketrampilon, poaberlan familitas pEr]:re;‘;i t—
an dan perrncdalsa desa, pemberian bantumm ma—
teriil guna meningthatxzon gsemsagat gotong royong
magyarakat doso dan pangefektifan struktur Po-
merintah Dreoa gevia pengoynkronisasion lemboge~
lenpaga 2 an,

iv) Diharaplan esgay A4 conping perheftisn terhedsp
teta kota, mulal Pelita TT dapat diperkembang—
kan poly-pola di bidung ke-totadesaan, -terma-
suk pala pola perekoncmian pedesasn,

¥v) Perla disusun Reglonal Plamming yang sesuai do=
ngan Pola Urum lan pelaksanasn Pelite II,

vi) Hosih diperlukcn penyoopurnasn den peninglkc bon

: Aparatur Pogerintoh Dacrah, baik dengan mcnam—
pung azpirazsl rokyat maupun pelakgsngan palin-
pah=sn wewanz:z dan tangsung jawab Pamerintah
Pusat kepada Pemsrinitan Daerah,

o, Masalah emddul

Minta perhatisn tevssdap re-arrangement distribusi
pandudul migalnya tranemigzoagi,

d, Broduksi baras
Bagi daereh—dacrah yaug £ .2zh molokgangksn pening-
katan produksi dewgon zlgtinm-gistim Bimas, Inmas dan
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lain=lain, mssih perlu dipikirkan pengadasnnysa,
Kenaikan produlksi haras memeriuhi dua tujuen raitu
pemanuhan kebutuhan pangan dalam negeri dan mehaik-
kan pendapatsn per kapita para petani,

e, Listrik dsn perindustrien
Pembangunan pelistcikan, di samping mempunyai fumg-
i sebagal penyediasan tenaga listrik untuk keparins-
an industri, juga mempunyai fungsi sebagni penyedia-
an tenaga listrik untuk keperluan rumah tangg= sc=
bagal "public utility".

f, Permubungsn
Diharapkan dalam Pelita II kemampuan danm kesangsup-

an untuk merehabilitir dan merg-up-grade jalur—jo-
lur ekonomi dapat lebih ditingkatkan,

g. Bidang lain
Bidang=bideng lain seperti pendidikemn, Agama, Sosi-
al Budaya, Politik dan Hankammas ager tetap diperha-
tikan dengan seksama, karens dapat merupskan pendu-

kung bagi peningkatan pembangunan 4i bidang ekonomi,
2) Bemtep/Rentus dan Peninjeusm Tap-tap MPRS yang dihmsil-

kan oleh EP MPR, Fraksi Utusan Daerah dapat menyetujul,

3) Frakei Utusan Doersh menerima Pidato Pertangeungen Jawab
Fresiden Sosharto,

4) Untuk jabatan Presidem don Wakil Presiden, fraksi ini
mencalonkan maging-masing Jendral Soeharte dan Sultan
Humenglou PBuwono IX,

B, Freksl Earyo Pembangunen

1, Socegiarto, sebagai Eetua Fraksi Kerya Pembangunan mong--
ajukan "Catur Upays Fka Makna" yang meliputi bideng-Dbi-
dang:

a, Dasar den lmndassan kerje
Pancasila dau UUD '45 merupskan dasar landasan kerjr
kita dan mendulnmg gagzmsan pendidikan Moral Pancasila
yang menjadi dasar spirituil utama dalam membins
manusia ponbangun,

b, Sarana
Meliputi dua hal:

i} Institusionili
Eita harus memantapkan iustitusi ketatanegarser
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gegual dengan UUD '45; sedsng di bidang institusi
kemagyarakat 7l yanz terpenting adalsh pengorganiac-
" alan dan penotean kembnli kehidupan politik, profe
gl dan sosizl yong mengarch pada pembsharuen,
Sehubungan dengan itu dihargsi usaha-ugaha pociiis
partai-partni yang telah berfusi sebagai langkah
pertama dan usaha-usaha buruh yong bersatu dalam
pombentukeon satu organisasi berdasarkan profesi des.
lain-lain usaha yang searah dengan itu,

ii) Konseptuil, adalsh menetapkan Garis-garis Besar Ho-
luan Negara yang sifatnys tidak berlaku tetep, me-
lainksn setiap lims tahun perlu ditinjeu kembali
den berisi: holuan pembangumam materdil-gpirituil,
haluan Pembaharuan atsu modernisasi, dan halusn De-
mokrasi Pencasila yang lebih mentnp; portumbuban
ckonemi, perataan pendapatan dan partisipasi rakjyet.

¢, Dasaran, segola usaha kita harusleh mengarsh pada satu
soearan bersama yaitu tujuan kemerdekasn yang kita prok-
lomirkan 17 Agustus 1945,

d, Persomalia, dalam pomyelengsaraan hidup bermegara yong
terpemting adalah orang-orong yang disershi tugas untuk
menyelenggarsken pemerintatan negara, Mendukung gagasan
yang menugnekan kepada pemerintah untuk menertibkmam apo-
ratur negara, di mona digusim aparatur yang tertib dsn
bersih dari penyelewengsmm ideologi, insgtitusionil dan
materiil, Sebegal imbangannya pemerintah perlu maning-
katkan kesejahtercan don peadapaten riil pegawai/karyo-
won untulk darat bidup sesual dengan kewajaran manusis,
Hencalonkan Presiden Socharto kembali sebagai Presiden
dsm Sultan Hamengku Buwono IX sebagei Wakil Presiden,

2. Ny. Dra. BEndang Dwiasmoro Anggreheni Abimsnyu, mengemulca-—
ken tanggapan terhadnp Rancanganm-rancangsn Eetetapan dnn
Keputusan MPR hasil karys BF NPR entara lain:

Prada prinsipnys menerima keseluruhsn produk=produk BP MPR
karena merupakan kristelisasi ide yang terjadi dalam mesya=
rakat, di samping yeng menyiapken dan mengolah rencangnn—
rancangan terscbut telah bonar-benar menyatakan representa—
si semua Froksi yang oua, Selain itu, Prakei ini sependa-
pat dengan BP MPR terhader Tics--meman Ketetapan di mana ke-
pada Presiden yang baru diangknt juga ditetapken Pelimpahan
Tugas dan Kewnengannya, Tugs don wewenang ini meliputi
dua bagian joi. serupsker kesatuan mutlak, Bagiem pertamn
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memberiien gembarsn mengenai tugas—tugse pokok Kabinct
Pembangunan, sedong bagisn kefua memberilkan kaweu.:mgﬁn
kepada Presidon untuk menguambil lengkan—langiaoh y-ag @

1u denmi penelomat-m don terpeliharanya Persatuan dm Ko-
satusn Bangse serts tercegahnya b.-_.hj.:.ra. termilangnya G, 30,3/
PEI dan behaye subvorsi lainnys, - pada hakekotnys ndo-
loh penyélamatan Pembar gunan Nosgior? s kehidupsn Demokrasi
Poneagila serta penyelamatsn lendasan-landagan Pancasile
doxz TR "45, =

Fraksi Pertai Demokvasi In m-aaiﬂ. { Rapat Parz.puma ke=3 tong-

gal 16 Maret 1973),

1. Pembicara 3adjarwo SH, dolam memberiken pandangsn terhador
RARTAP MPR tentan; GBEHN antara lein
Sursumber pada lanecasila den UUD '45; harus dapat mencer—
minkan Amonst Penderitasn Ralkyat den didasarion stas ke-
pribadiau Banrsan mﬂﬂnediﬂ. '

Mago berlelu tidek 't:-zeu"l'u1 tiap lima tahun dirubsh atan di-
perbaharui, balken GBHN harus mempunyei sifat langgang;
sedangltan Rencong Pembompunan Nasional tiap lima tahun ho-
rug ditinjau kembali) disesumikan dengan perkembengsn ne-
gara dan masyarakat dan keadaan waktu ita,

Azog Perwujudsn Wawnsan Musantars hanya dapet terlaksana
dengen baik apabilapembengunss dapat dilaksansken dangon
merata, sampai rokyat i pelosok~pelosok kepulausn
Indonesgia, Eemtrun.r_:';m dengen ini sangat esengiil apabilz
diemmfunkannys perhubungan laut sebagai sarana Ttams,
Plogting moss yang dapat melemahitsn poranan aktif rakyot
Jjangan diadakan, Damokrasi politik barus memmglkinken pe—
ranan aktif rskyat -dengan mekanisme yang menjamin berfunm-
sinya lembaga-lembaga kebidupan politik rakyaet don Lembogn=
lembaga kenegarsan secaro wajar,

Politilk dalem negerd hnrus menjamin den mengembangksm ko-
seimbangan antara keperluan akan kemerdekszn dengan keper—
luan kestabllan politik, mntarc otdaktivitas dari setisp
ungur kekuatan soaial politik dengan kepemimpinen nasional
yangz kuat progresif,

Permilikan Umam supays dapat dilakuksn secara bebaa, raoha-
gin dan diselengegerokan oleh bhadan yang bebag dari pongo-
ruh badan-baden elksekutif,

Dalam masalah ckovomi, golongan pribumi eupays diberikon
lapongan-lapangon usaha yang lebih semunt den w1 kKemanpu-
arnys dengan diberiken fasilitas dan proteksi ymmg wnjcr,
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Sigtic- Pendidiken perlu dimodernisir untuk mendidik anaic-
analk uenjadi warga negara yang bermoral Pancaslle,

Dalam bidang huloam parlu.‘ﬁl;d;mya pembinann hulum nasionol
sang mampu memenuhi kebutuhan=kebutuhan hukum sssunl de--
ngan kesaderan rokyat dan kebutuhan hulkum oleh masyarckat
vang terus saju serta mempuk kesadaran hukum dalom mesy -
ruknt,

iagih ada boberspa moasalah ﬁ,ﬂglperlu mendapathan penot-
patan dan diatur dnlam Undﬂrxg-i;u‘LdEl.ﬂg gepartis pombiay=mcn
pombangunarn dan sunber—sunbornyn; pengelolagn don pangt:
an keuangan Negara; perpajekan yeng sering memberathen
perkembengan usahna rakyat; kepartoian dmm keormasan; ke-
amanan Masional, Sedangkan Badan Pengawms Keusngon (BFK)
perlu mendapat londcogan per-Undang-undangan baru,

Pombicara lain, I,M, Victor WNatondang §H, mengemukaken

. baberapa pandsngan terhadap RANTAP-RANTAF MPR, anbtara Lniu:

Rantap tentang tats cara Pemilihen Progiden dan Wokil
Propiden penting karena dalam scjarah kehidupan kita ber—
nagara belum pernsh sda ketentusnnya, Hal ini juga me-
nyangkut masalah Kepemimpinan Nasionasl yang oleh penjelas-
an Undang-undang Dager digebutkan sebagni Penyclonggoro-
an Pemerintahan Negara ymng tertinggi di bawah MPR,

Rentap Yentang Pengsnskaten Presiden dan Rentap fentons
Pengangkatan Wakil Presiden dengan penegosan mosa jobotas
lima tahun penting artinya bagli ponegakan kehidupom
konstitusionil yang telah dirintis olch Orde Barw 41 ha-
wah Jendral BSoeharto,

Rontap tenteng Tata Xerjs Lembagn Tertingei NHemera detos /
atau Lembaga=lembagze Tingegi Negara hendaknya ditanbon ou
ketentuan yang berbunyi: "Hak keusngan/ administratip dez
kedudukan protokoler Anggota/Pimpinon Majelis diatur du-
ngmm Paraturan Perundangmn®, Juga seballnya Undomg-unduis
tentang gifat, martabat dan keduduksn Lembaga—-lembags
Negera yang disebut dalam Remtap ini ditugasken kepado
Pemarintah bersgama DPR untuk menyusumny:z,

Rontap tenteng keadoan Presiden den/ateau Wakil Presidcs

R, I, berhalangan diperlukan untuk menjaga kemungllinon-is—
munghkinon yang merusak kontinuitas penyelengmarazan Foem.-—
rintah Negeran sebagni akibat faktor—faktor di luar “emor—
puen Presiden den Wekil Presiden,

Rantap tentang Pemilihan Umum, hendaknye pringip-prinsi)
Pomilu dalam Rantap ini kita ikuti dengan setie dalaw
pangaturan dan pelaksenaan lebih lenjut, agar mutu Pomil:
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vang skan datang makin meoningiat bagli perkenbangun domo-
kragi,persatuan dan sombangunan berdosar Pancasila,
Rontap tentcong Pelimpehen Tusne dan Kewenengen kepads
Pregiden/Mendataris WPR untuk Melaltsanakon fugss Kebincl
Pambangunan mangiu.gﬁtk:ﬂ tugne bersnma unvuk meaboangun
imn mempertabankan Figora Kesatuan, Selenjutnys hooiay
inl juge momberiken kewenangan untuk mengamiil langlrah-
langkah demi nmnj.relmns.tkan dan *tarpeliharanys persatucon
den kesatuan Baigsa sertar terceg galmya behaya terulongny
G.30,8/PKL dan bahayn subversi laimnys,

3, Pembigara ‘I.F_E Da Comte SH mengemubkokan antara Toin bohwe
dapat memerima sepenulnys pertenggungjawaban Mandatoris
MPR dan tindsksn—tindsion peleksansan seperii yong dila-
rorkan oleh Presiden tidak bertentangon &angﬂn mandat yang
terumis delam GBEY, Ditambahkon oleh Da Costa bahwa kon~
Eﬂkwﬂnm. riari pada parenconasn pembangunan edalah b-hoyns
ﬁiamhiln;ra langkak-langkah otoriter dan birokrsesi, Fembo-
ngunen bukan merupskan tujuan tetapli sarana, tujuennyc
adelah manugisnya sendiri oleh karenanya perhatisn terha-
dap nilei-nilai peri kemomusiaan herus gelaln menyertal
pelaksanaan pols pembengunan di mase-masa mendatang.,
Akkhirnye untuk jabaton Presiden dan Wakil Presidem, Proic-
ai ini mencnlonkon Prosiden Soeharto lembali den memilih
Sulten Bamengiw Euwomo IX, . -

D. Frokgi Persatush Pembancunon (Rapat Pariourne la=3, temggnl
16 Mardt 1973).

1. Haji Chalid Mawardi dalam memberilkon pandangennya khusus
mmxgﬂna,i’ﬂan_t&?-rﬂ;_l:@ hasil karya BF NPR sebagal berilms:

a. GBHN seharusnya merupeksn peningketan dari pada pelolk-
ganaan Haluan Negara, yang tertuang dalesm Tap-Tap HFRS
Ho, IX gampai dengan Mo, XLIV, yong mewakill den membo-
w&]::ﬁ.n semangnt Orde Baru,

Beberapa hal yang perlu mund&pm:km purhﬂtimr
Pokok-~pokok pemiltiyem wmembangunan nasional hendaknys
menampung 3ila Pertama dari Paneasila, Dalam pola umun
pembangunan jangka panjang tidak diadaken perbedasn
antara sesama warga negara tetepi perlu memberi perlin-
dungszn dan bimbingan terkadap usaha golongan clkonomi
lemeh, khususnys pribumi, serta adanys dorongon dan
sengarphan bagi golongan ckonemi kuat untuk bersamas=
sama dengan E,'ﬁlt]r' cont ellonomi lemah berusaha membargun
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ekonomi nasional,

Maosalah pengangpuran, supaya dicantumkan kebi jaksanaon
¥ang terarah dalam mengatasi meningleatnys pangensouces
setiap tahun,

Pombangunan di bidang agama ditujukan untuk meningl:at-
kan iman-dan akhlek sgems yoang lubur don diarshlbon -
tuk menumbutkan kerikunasn umat beragama di Indonesia,
Hendaknya pendidikon agema menjadi mate pelajaran oo
sekolnh-gekolah swasta maupun nepcrl ae jak Tamsn Ezn-! -
kanak sampal denpan Perguruan Tinggi, Delom rongka oy
binaan bangsa hendalmys juga aliren-aliram keporcayans/
Taham—-fohom keagamasn dapat kita Tempatkan pada provor—
ginyn, sehinggn dapat dilskukan pembimbing=n, pembinn-
an dmn pengawasan agar supaya aliran-sliran kepercoyoos:
i1ty kembali kepads indulk agamanys masing-maging gorta
berusaha mencegah perkembangan aliran Kopercayaon yvang
bertentangsn dengan Pancasila dan keyekingn beragams,
Eongadilan Administrasi belum disebutkan delam GBHN,
yang justru aken memegang peranan peanting dalam usaha
panertiban dan penyshatan sparntur pemerintshan uniuk
mendapatkan aparatur pemerintohon yang berwibawa, bor—
8ih, efektif dan efisien, Selain itu pombangunan Al bi-
dang hukum yang sesuai dengon meningiatnya kesadorsn
rakyat dan yang momenuhi tuntutan pambongunen horus Zo-
Pat ditempung dan diciptakan,

Rentap tentang Hubungan Tata Kerja Lembaga, Tertingri

Hegara dengan atou anter Lg:_g‘hi.qg—lemggﬁa Tinggi Nernrn

hendelnys mencakup sifat, martabat dan kedudukan lemba--
ga-lembaga negara, Perubahan lain yaitu sesusi dengan
pasal 23 ayat 5 UUD '45 sebaiknya hasil Pemeriksasn HFK
diberitalmlkan kepads DPR saja,

Hantap tentang Pemilihan Umuz ditetapkan bahwa untuk

Femilu yeng akan datang hanya ada tiga tanda gambar
Yaitu dus dari golongan politik dan satu dari Golongen
Karya, Selanjutnys dihsrapkan agar ABRT tetap menjadi
milik semug golongan, berdiri di atas semus Zolongan,
tidak ikut delam Pemilu dan 44 jamin perwakilanmys di
dalan Lembaga-lembags Perwakilan, make disarankswn agar
istilah yang diguneksn dalam Rantap ini untuk Anpkatan
Bersenjata R.I, hendalnya WABRT" saja, Juga perlu ada-
Nya penyesualan waktu jabaten keangeotasn DFR dan DPRD,
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d, Hantap tentang pelimpahan fugas dan kewenangan kepads
PregidenMendataris ¥P ulk mel an _t bi-

net Pembangunan hendalmya memuat diktum=diktum:

i) Empat macsm tugas yeng hendak dibebankcan kepads
Pragiden/Mandataria,

ii) Memberi kewsnangan kepada Presiden/Mandataris un-
tuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam
memelihara persatuan, kesatuan bangsa dan mence-
gah terulangnya G, 30,5/PKI,

iii) Dibendingkan dengan Eetetapan ¥FRS No, XLI/PRS/
1968, malka rancangsn yeng digusun BP=-MPR masih
mengandung kekurangan-kekurangan yaitu. menJgns-
kan Kepada Presiden untuk membentuk kabinet dan
persyaratan bagi personalig kabinet,

2 Pembicare Ismail Hasen Metareum SH dalam mezsnggapi pidato
Laporan Pertsnggmingan Jawab Presiden dosharto, vade garis
besarnya dapat menerima dan menyetujui, Namun dikemukelrar
bebarapa hal pokok untuk mendapatkan perhatian amtars lain:

8. Politik Imar Negeri
Frakei Persatusn Pembangunan menyambut baik kebl jaksa-
naan pemerinteh untuk iku. serta dalam konperensi islars
Internasional mengingat bahwa mayoritss rakyat
Indonesia beragams Islam, Tetapi prihatin apabila ker-
Ja gama regional ASEAN yang semula hanya di bidang
soslal-ekonomi dan budaya diperluss sampail kepads ‘:er—
ja sams reglonal di bideng Politik dan Keamanan,

B lihen Umum
Frekei ini mengkonstatir bshwa ckaes—-ckses negatif da~
ri Pemilu ssmpai gsekaranz masih ada yang belum tersele-
sajkan seﬁ%;ti masih adanys pegawai-pegawai negeril vangs
kehilangan jabaten =%2u mata pencahariannya dan beluo
ada penyelesaian, Diharapksn agar Pemilu yang skan da-
tang dan geterusnya dapat barlanggung lebih sempurno
tanpa menimbulkan ekaes yang sebslumnyz dapat dihindar.
bersams,

o, Iengembalisn ketertiban dan keamanan
Kebl jaksanaan pemerintah untuk terus membina ketshanen

nasionsl yang meliputi ketshansa ideclogi, politilk,
ekonomi, sorigl budaya dan henkam merupakan kebi jaksa-
naan yeng tepat, Namun masih harus diakui edanys kels-
mahan-kelemghen di bidangz retahanen sosial ekonomi 47
kelangsn masysrakat kita, Dinamila kshidupen sosizl
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masyarskat yang ekonominys masin miskin, psndidikennys
rendah, dan masih tradisionil adalah kelemashan yang ho-
rus segera dihilangkan,

d, Magalah beras
Sangat ironis apsbila pertanian ditetapkan sebagai puaat
regiaton perbomgunan dalam PELITA, ternyata dalem tolon
1972 terjadi kemerosotsn delem produksi beras dan fter-
jadi ‘kenaikan hargs beras, Hal ini menun jukkan maslh
lemahnya stabilisasi harga dan lemalnys managenent po-—
‘rencanaan den Sistim Pengawas Felaksanason Pembangungan,
yang meliputi masalah penguspulan dan pengolshsn serts
analisa -data~data, Pembeangunen di bidang pertanian ini
memerluksn penggunasn sistim pengeiran yang sehat, se-
hingga magalah pengatursn tata air perlu mendapat per-
hatien,

e, Beber garan uvaguls

i} Perlu diciptekan sustu komdisi politik yang mantsyp
bagi partisipasi maayarakat untuk mempercepat po-
lakgesnaan pembangunan, di samping adanys suatu
aparatur pamerintahan yang kuat dan berwibawa sert:o
mendapat dukungan luas dari masyarakat,

ii) Pembengunan ekonomi hendelnys sekaligus ditujulinn
bagi peninghkatan penghagilen Negara dan masyarakas
serta keadilan sogial, Jadi 4i samping peningkatos
incoma rata-rata perkapita yang lebih penting nda- -
lah meratanya kenaikan income perkapita itu sendi-1,

iii) Kehidupan den perkembangan demokrasi baik politik
mzupun ekonoml hendeknya direncanakan dan dilsksa-
nakan lebih terarah untuk mana rendidikan politik
dan kegadaran nagional berlandaskan Pancasila pue-
tlak perln ditingkatkan,

iv} Mendorong dan membantu penyediasn prassrang figik
untuk melaksanakan ibadsh dan merehabilitagl tem-
pat—-tempat peribadstan,

v) Untuk masa yeng smkan dntang, sesuai dengan pernyo-
taan Dewsn Pimpinan Partal "Partai Persatusn Pem-
bangunan® tanggal 9 Meret 1973 diharaphan agar Si-
dang Umum MPR secara sklamasi menerima dan meng—
angkat kembali Jendral Boeharte sebagai Presiden
sedang 3ri Bultan Hamengku Buwono IX sebagal Wakil
Presiden.
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T. Frakei ABRI (Rapat Paripurnc ke-3 tanggal 16 Haret 1973)

e

Rahordjo Prodjopradote delem memgemukalcan hasil kerya BP-
MPR antare lain sebagal berikutb:

Fola-pola yang ditusngksan dalam GBHY hnsil kerja BEF-HFR
sudah memenuhi harapan Fraksi ABRT karena penyusunan nol.—
nola itu memperhatikan pertimbangan yang bersifat wmun
dan khusus, Umum adalsh stabilitas dan fertib politik,
keamanan nasional, tersedianya tenaga dan modal nasicnal
yang begar tanpa melampsul batas kemampuan ysng nynta
gerta Adiperlukennya suatu perancangan yang menyelurul
bagi pembangunan aparatur dan sdministrasi negara, Kmisus
adalah perlunya disusun Repelita yang bersifat saling
mengisi, terpeliharanya kestabilan ekonomi, pesbangimen
sikonomi yang dipercepat, perombskan struktur ekonomi
Indonesia serta pertimbangen bahwa bantusn luar negeri
harus tetap mermipakan unsur pelengkap aaja,

Domgkragi ekonomi berdasarkan Fancasila tidnak menghendalci
adanys sigtim etatisme, persaingan bebas dan Jaonopoll ter-
buke maupun tertutup, meleinkan menghendaki dilalssnoloa:-
nys azas gotong royeng dalam usaha bersama sntara pede-
rintah, pengussha hasional manpun iEE.I‘;}j"ﬂ'I'I'-EJ.ﬂ yang terorgmmi-
air dalam koperaai,

Sarwo FEdhi Wibowo =khirmys masberilkan temggapan soria
pernilaian taerhadap pidato Presidesn dengan menggunaion
4 ukuran:

a, Arti pidato Pertangmungsn Jawab bagi kehidupan ketata-
negaraan
Pertanggungan Jawab Presiden yang tanps dimints oleh
Majelis merupsksn yang pertams kali dalam sejaroh ke-
tatanegaraan kite, Hal ini menunjuklken kesadarcn dan
pelakssnaan kewsnjiban dengsn peruh kesungguh~n dnlsn
melaksanakan ketentusn UUD, Terlaksananya kenzjibon
ini merupsksn pangkal tegoknya tertib hukum yang neru-
p!ian sunber ketentraman bagi setiap anggota masyarskns,

b, Eepribadian kepemimpinan Presiden
Pidate itu mengungkepken sikap dasar kepenrimpinan
Presiden Soeharto yong mengandung kejujuran, keterbnulia-
an dan kesungguhan, Serangkaisn unsur-ungur ying perlu
dimiliki oleh pimpinan negara dewasa ini oleh pejaboi-
pejabat pemerinitshan dari tingket atas sampai bawsh,
aleh pemimpin-perimpin masyarskat den juga perliu monjri
gikap dasar boangsa yang membangim,
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c, Garis—garia kebi jaksanasn Fresiden
Dikemukakan dolam 4 bidang: pembinaan dan pengembanziu
ﬁemnkraai Pericarila; ketegnssn dan kebi jaksanasnnya
dalam penghadopl den melawan misuh—musuh Pancasile;
pengetrapan politik luar negeri yang bebas dan aktil,
yang bermanfasct bagi pembangunan bangsa, dan bogi pe-
ningkstan ketahensn nasional; kesungsguhan dan kongio=-
tenmya, penangrnan pembangunan,

d, Hasil yang dicapal selamn in
i} Stabilisasi politik dan ekonomi,

Dalam lapengan politik tetap memberi rusng gerak
bagi perubahan menuju kemajuan sesusi dengan ke-
murnian Pancasila dan UUD '45, Sedang dalam la-
pangLan ekonami menun jukkan gerak pertumbuban yaong
menaik,

ii)} Penyusunan dan pelskssansan RHepelita,

iii) Pelaksancsn Pemilihen Umam
Supaya kelancaran pelakssnsan Pemilu yang lalu da-
pat dijadiken preseden yang baik untuk Pemilu yang
akan datang,

EPregiden dan Walcil Presiden

Secara resmi akan mencalonkan Presiden Sﬂahattu kembaii
gebagal Presiden dan memilih Sultan Hamengiu Buwono IX
gobagai Wakil Presiden,

Komigi-komisi

. Dalam rapet paripurna ke=3 tanggal 16 Maret telah disetu;ui
rembentuken tige Komisi, yaitu Komisi A (306 orang), Komisi B
{303 orang) dan Komiel C (302 orang), Ketua Komisi A dari Frales
Karya Pembangunan (Drs, Mocrdopo), Komisi B diketusi oleh
Sapardjo (Fraksi ABRI)} dan Ketua Zomiei ¢ dari Praksi Persstuss
Fenbangunan (4,8, Dahrif Nasution), Masing-masing Ketus zomisi
itu dibantu oleh 5 Wakil KEetua dari kelima frakei, Menurut rouo-
cangen semila deri EP-MPR, Komisi berjumlah 6 sedang Panitia
Ad Hoe 1, Akhirnys disetujui 3 Komigi,

Adepun tugas—tugas Komisi A ialah membahas Rancangan Kot~
tapan tentang Garis—gasis Besar Halusn Negara dan Rancongon
netetapan tentang Peninjausn Produl-produk yang berupa Estetan:
ketotepan MPRS~RT, Komisi B bertugas untuk mambahas den menysle
salkan secara final 7 Rancangan Eetetapan, ysitu Rancangan
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Ketatapan tentang:

i? Tata Cara Femilihan Presiden dan Wakil Presiden R, I,
1i) Pengangkaten Pregiden H I,
iii)} Pengangkatan Waltil FProsidwn R, T

iv) Palimpahan Tugas dem Yewenmigen kepada Presiden/Mendataris
MPR untuk mpslalcsencioom Tuzae I abinet Penban gunen
v} Keadaen Fresiden dan/atau Wakil Fresiden R,I, berhalango
vi, Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertingzi Negara dengan/atsq
antar Lembaga-lembaga Tingei Negara
vii) Pemilihan Umum -

Sedangkan Komisi € ditugneken untuk meniiai Pidato Pertanggungau
Jawab Pﬂﬂidﬁﬁjﬂmﬂauma di depan sidang paripumia tanggel 12
Miret, dan menyelessiken permiempannys ke dalam Rancangan
Katmtapm.

= Blekemiana kerja yemg dipergunokan ketigs Komisl dalem me-
ﬂ:relaaaikan tugas—~tugas itu adalah sebagal berikut: Atas persc-
tujuan rapat plemc dari mpsing-masing Eomisi, maka ketige Kom'
membentulk Panitia Kerja 30, yang harus meonyelesgaikan tuges ger-
ta melaporkan hasilnya ¥ ~mia rapet rleso Ecmisl. 0léh Panitia
Kerje 30 itu lslu dibentuk Panitia Perumus 11 yahg menggarnp
materi-materi tersebut secara final, Panitia Perumus ini herus
melaporkan hagilnya kepada Panitia Kerja 30,

Panitis Eerja 30 dan Panitis Perum=z= 11 dari Komisi B dan
nelaksanakkan tugasnya dalam rapat tertutup, sedangkan rapat=-roj
Fenitia Kerjs den Panliia Perumus dari Komiei A bersifat terbiui-

Dalam rapat paripurma ke-4 tangeel 19 Maret, Majelis men—
dengarken laporan hasil kerja EKomisi A, B dan C, Semua Komisi
dapat menyelesaikan tugas-tuza=miya,

i

Dalem rapat paripurna ke—-5 tanggel 21 Maret fraksi-fraksi
milal memberikan. stemmotivering (permmyntomn pendapat) atas he=
gil-hasil ketiga Xomisi,

4, Fraksi ABRT melalui juru bicara A, Tahir menyataksn bahwa:

AFRI menerima dan menyetujui Rencangmn=-rancesngsn Eetetapon
hasil karya Komisi A, B, dan C unfuk disahkean menjadi Kete-
tepan MPR; Secars konstitusionil Presiden harus mempertang-
gung jawabkan =segele kebijckassnamm kepemimpinen dan langkah-
langkah yang dismbilny_ Livl aslskesnakan heluan Kegars;
Rakyat berhak manaril kemball mandet yang dipercayaskan kepa-
da Preslden apabiia terbukti tphwa Presiden melenggar haluan
Negara dan/aten UUD 45 tarpn dupat mempertanggungjawabkarmya,



8, Frakpl EKaorya Pembongunar pals_<3 3 duru bicaranys yoitu:

1)

David Napituruin yarig siceonggeri hasil Komisl A menyatco-
ken bahwas

GBHN adalah kelanjutan dari perjusngan Orde Baru dengan
panji-panji Triturs pada masa perjusngan tahun 1966,
Dengan Tritura itu ingin ditinggzelkan kehidupsn dalom
ketidak pastian dan kongep politik kekuatsn demi
keluagaan;

Hasil Komisi A dapat disetujui, den diterimanys GBHI
pmepmpnyal kKonaskwengl terhadap seluruh komponen masyare-
kat serts aparatur Pemerintah, Dalam pelaksanamnmy= oant:
harus termujud sistim mekanisme timbal balik antara
masyarakat dan Pemerintah, GBIN sekaligus mengikat selu
ruh bangsa dan merupskan kebulaten tekad untuk berszama—
sama meleksanelranmya gesual dengan fungsi, jabatan - =
kedudubkbannya masive-ianing:

Folua GBHN adalnli pertimbuhean ekonomi, perataan pendapst-
an dan partisipzsi mesyacakaty ketige hal tersebut mo-
rupakan satu kesabuan yavz seling mempengaruhi, mangilkar
dan membatesi ealbu sama lain,

H, Baktl Kodr=tul: iah monsntelen hehan fraksinys daspst
menerima keseiuruhgn bzoil Ecazisi B dengan penegasan
sebagal berilout:

Dua bagian tugas don kewengngen yeng dirumuskan dalsam
Rantap tentang Pelimpahon Tugas den Kewenongan kepada
Pregiden/Mendateris MR mervvaken sarana yeng lengkao
btegi Presiden untuk daopat menjalankan pemerintahem
negaras

Rantap tentong Keadesn Presiden dan/ateaun Wakil Presido
Berhalangan den Rentop tenteng Kedudukan dan Hubungon
Tata Kerja Lembage Tertingsi Negnra dsn/mteu antar Lo
ga~lembaga Tinggi Negera, di samping memperkaysa dan me -
runiskan secara tar‘pcrinci ketentuan=-lketentuan konstitu
8l; Juga mencerminkarn vacha ri e Ikxen Dunpel masing-no
sing secara wajar serta memperlencar mekanisme konetii
gl itu sendiri;

Rantap tentang Parilu merupcem zerana paling jelas do-
lem *oncgankess pertl ol il Toliyat Colew kehidunan bore
negara, EKetetaror iol me<intins fuzn penyesusisn ontar:,

mage jabatan Preside, U: 7 fdzn FEL
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3) Hermsa Mote menanggzpl haszil Komigi C sebagail berikut:
Berdasarkan pengamatan atas hazil-hasgil konkrit yang di~-
capni maka secara keseluruhasn menerima pertangmungan ja-
wab Presiden/Mondotaric;

Sesual dengan Perjelasen UUD 45, fungsi kentrel terhadan
Praglden dilakuksn oleh [FR, Selama masa jabatan Presidon
DPR telah memerima ©'Z laudblen Poooiden yong disempedlo
gatlap temgoad 10 2rurlos (Lo vodr enab mengantar RAPHN
yang baru, Maka cecors implisit berarti bahwa Presiden
telah melaltsanaltan halusn Negars,

Dalon repa® paripurna ke=5 tanggal 22 Maret didengarkanm
kelsmjuten slecorbverizs déord 3 frslesi,

Fraksi Paritol Ponckracl Indonesgis melalui Subekti menyata~-
kan bahwa frakeinys dapat menerima keseluruhsn hagil Komisi
4, B dan € 'dengen tanggapen-iomgeeren sobagal berikut:

GBHN yang dihgailken ¥4 benar-benar memenuhi pasal 3 UUD 45,
GBHN tidak saje morupsken strategl dari pada perjuangan
bangea, meleinkan juga azss perjuangan bangsa yang sedang
bergulat melawan kemislinsn, Oleh kerena itu barus mengha-
yatl dan dihayati eleh seluruh rakyet;

Frakeinys menggaris bewghl rumisan tenteng budays Indonesis
serta EKebudayasn Hesicnal delem Pole Umum Pelita TI;

Dalam politik lusr negeri, ide netralisesi Asie Tenggara
perlu mendapatian pemikirsn yang serius, dan lagi politik
Hite hendaknyn benar-benar bsroifat bebag-aktif dan nom

. alig:mmt{

Pelaksanaan demokrasi yong modorn memerlukan pers Hasionsi
yang bebas dan bertangmme jawab:

Dalem demokrasi ekonomi harus bﬂnar—bm—- dihindervkan sistic

free fight liberalism dan sistim etotisme yomg dapat momoti—
kan potensi dan kreasi unit-umit ekonomi dalam negeri;
Penbangunsn akuner{d supaya diaraklkan pada struktur ekoncmi
yang seimbang denzon kchiju]raanm yang dapat menghapusican
Pmmﬂnﬁ i

Fraksi Persatuan Pembanginmen melalui 3 juru biearanya, yoito

1) Djedil Abdullah menystokan bahwa frakeinya dapet menoris
hagil=hpail Komipl B dengen beberaps penckansn sohneai
berikut:

Pada akhirnys ke-7 Qantap torsabut tergantung pads itikad
boik kita gemus uniuk melaksanskarmyn;

Dalam Pemilu ysng akan dotoans hanys terdiri dari dus go-
longan pelitik dmn gotu golongen karys, ini berarti
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peningkatan prosedur untuli lebih oomdewssakan “demokrasi,

ABRI sebagal keluatan scsial-vollitik yang sangat menent -
kan, dijamin perwakilanmnya di lecbaga~lembaga perwakil=.,
Dalam Pemilu yang aken datang hendamys para pemilih doe-

pat bebas dari rasa takut/tekanan;

Rantap tentang Keduduksn dan Hubungsn Tata EKerja Lembegc

Tartinggi Negara dengan/atau ansar Leabsga-lembags Tingod
Negara benar-benar dapat memberikan kepastion hultus pesu-
ai dengan TUD 45,

Dre, Th, Moh, Gobel menegaskan bahwa fraksinys menyetnjui
hosil Komigl C:

Fidato pertanggungan jawab Pregiden merupekan peristiwm
berszejarah yahg sangat penting, mempunyai pengarubh pogl-
tif terhadap pendidiken peolitik dan pendidikan demokrosi,
Diharapkan hal ini dapat merupakan konvensi yeng tetap
dilakgemaken oleh Presiden/Mandataris yang akan detang;
Ketetapen MPR di samping menjadi hak milik kita, jugs
dari padanya diminte kepatuhan, tanggung jawab dan kewa-
jiban untuk melsksanakan sesusi dengan fungei masing-rna-
ging;

Bentuk kontrol yang paling baik adalah yeng bersifat
konstruktif, akseleratif dan perspektif, dan tidak bersi-
fat destruktif, opportunistis serta reaktif;

Pembangunan harus berlandasksn pada Tri Orientasi perju-
angarly yaitu orientasi peda ideologl Wegara (Pancasila),
pada pelakesanasn program dan kepentingan rakyat, Sedang
pelaksanasn pembangunan didasgarkan pada Trilogi perjuang—
an: Taunhid dan Iman, ilma pengetahuan dan tekneologi, asor—-
ta giasat dan management,

H. M, Munasir menyatskan bahwa hasil Komisi A dapet dite-
rima oleh frakesinya, Mengenai GBHN terdapat catatan—ocatut-
an sebagai berilut:
Pembangunan di bideng agama den kepercayaan terhadep Tun:
Yang Maha Esa belum memadal bobotnys dengan Hetetnpan
No, XXVII/MPRS/1966, Aken tetapi karana mumussn terselbnd
merupakan hasil konsensug bergama, maks frekei ini me-
nerimanysa;

Dalam usaha pembaharuan gosial politik, rakyast di desa-
desa pupays diikut sertakan; {
Mensharapken agar aparat—-aparat Famerintah dan tenogs
guru yang dischorsz skibat ketegangan Pemilu yesng lalu,
gupaya segere direhabilitir;
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Diharopkan agar ABRL yang berfungasi sebagai atabliisator
dan dinemisstor benar-henar menjadi milik bersama selurmin
rakyat,

E, Fraksi Utugan Dasersh dengan pembicara Prof, Drs, Harun Al
Ragjld Zain mengemukaksn bahwa:
Kenyetujul semua Rancangan EKetetapan hasil ketiga Eomisl
mntuk 4ijediken Eetetapan MPR dan menyerukan Kepade golurun
warga negara untuk mentaatingya;
Hesil-hasil yang dicapai Komisi-komisi membulia emunglinsn
yeng aeluas—lusatya bagl perbangunsn daerah sesusi dengoh
agag kekhususan daerah mesing-masing dan sejslan dengan zzas
keselmbangnn antar daerah;
Perlu segera disusun UU Pokok Pemcrintahan Daerah yang baru
dan peraturan perundangan yers mengatur keseimoangman antars
Puzat dan Deerah; AT
Selama sidang terlihat proses pendewasasn sistim Demokrasi
Pancagila yang terbukti dengan tidak digunskannya hak
voting dalam menyelesaiken masalah-masalah, '

Pengesahean Hasil=haeil Komiei menjadi Ketetapan MPR

Dalam repat paripirna ke=5 tanggal 22 Maret telah disah-
kan hasil=hagil Kdémigi A, B dan C menjadl Ketetapan—ketetapmn
MPR,

" Femilihan dan pengsngkatan Presiden dan Wekil Fresiden

Rancengan Ketetnpan tentang Tata Cara Femiliham Presid e
dan Welkil Presiden R,I. disahken lebih dahwlu sebelum Rantap—
rantap lainnya, yailtu pada rapat paripuma ke—4 tanggal 19 Karo.

Dalam' rapat paripurna ke=6 tanggal 22 Maret MPR secarn
bulat memilih Jendrgl TNTI Soseharto sebagal Pregiden R,I,

Pada hari pelantilkan tanggal 23 Maret, Eresiden Soehardo
antara lain nenyaselcen 1
Tatuk pertema kalinya Pregiden BRI, dipilih dan dilantik oleh
wakil-wakil rakyat yang dipilih rakyat pada Femilu 1971}
Perubshen untuk mencapai kemajuen tanpa kegoncangsn adslall stra-
tegi perjusngem Orde Baru, demikien pula dalam menegekltan kein-
jupsn kornetitusionil;

Masslah sosial ekonomi mesih lebih besar, tamban lagl masaliu
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rendidiken ansk-mnak, perluasan lapangsn kKerjs, penyebarsn pon—
dudalk dan lain=lain, Kite masih harus bekerja lebih keras;
Tiduk altan mengemukakan jenji, tetapli akan bekerjs kerss szeluct
tetiagn untuk mencapei cita-citas bangsaj

Hongharapkan kerja samge dan perngawassn dari rekyat dan merolno
voan, dapat menyalurksn pendapat rakyat tanpa meninggalkon carse
carn kongtlituaionil den demokratia,

Dolam rapat paripurna ke—-7 targzal 23 Maret Sri Suiton
Hosmengdox Buworio IX torpilih sebagai Wakil Presiden R, I,

Pada hari pelantiken tanggal 24 Maret, Wakil Presiden

3 t 211} _Buwono antara lain mengemulcalinmn:

Pelembagaan dari hubungen kerja sama ymng arat antara Presiden
dan Wekil Presiden selain memberi isi yang berarti pada jabai-
ar Wakil Presiden, juga mempuny=i makna mendalam bagi kohidupmm
konstitusionil dan persatuen bangsa Indonesiaj
Sckarang tiba waktunys untuk mengzali sumber—sumber non
ekanomias
Iuwnci dan sekaligus tujusn serts sarana pembangunan adalsh
manugia Indonesin dengan segsla egpirasinysa d4i bidang soonomi,
politik dan sosial-budaya, Delam tahap pembangunan yang ckan
dotang manusia Indonesia perlu lebih memghami, mengalami don
menikmati pembangunsan;
Tugns Wakil Presiden sangat luas, oleh karena itu perdu komuni-
kesl yemg torbuka dan tertib dengan masyarakat luas,

Hosil-hasil lengkap Ketetapan-ketetapan §idengs Tmuam

1. Ketetapan MPR No, I/MPFR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib
MPR

2, Ketetepan MER No, ITL/WMPR/1973 tentang Tata—Cara Femilihan

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

i, Kotetapan NPR No, ITI/MPR/1973 tentang Pertanggungan Jawsh
Pregiden Republik Indonesia Jendral THI Sceharto Selaku
Mandataris Majelis Permusyowaratan Rakyat

4, Ketetapan MPR No, IVALPR/1973 tentang Garis—garis Besor
Holuan Nogara

5. Eotatapan MPR Ne, V/APR/1973 tentang Peninjauan Produk-

Produk Yang Berupa Ketetepan-Eetotapan Majelis Permusyawn—
ratan Rakyat Sementars Republik Indonesia

b, Ketetapan MPR No, VI/MPR/1973 tentan; Kedudukan Dan Hubung~
an Teta~Kerja Lembaga Tertingzi Negars Dengsn/Atau fntar
Lembaga—Lenbaga Tinggl Negara
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7. Ketetapan WPR No, VIL/NMPR/1973 tenteng Eeadasn Presiden Dan/
Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan

B. Ketotapan MPR No, VITIAFR/1973 tentang Pemilihan Usnum

5. Ectetapan NPR No, IXAIPR/1073 tentang Pengangkatan Presidc.

Rerublik Tndonegis

10, Ketetapan MPR Mo, X/MPR/1973 tentang Pelimpahan Tugas Don
Kewenangsn Kepada Presiden/Mandatarigs MPR Untuk Molsksonc-
kan Tugas Pembangunan

11, Eetetapan WPR No, XI/MPR/1973 tentang Pengangkatmn Wekil

rresiden Hepublik Indonesia

II, TANGGAPAN MASYARAKAT

Holc rogall

Sehubtungan dengen tindskan pe-recall—an terhadap 3 anggots
DFR/MPR dari Fraksi Persatuan Pembangunan, maka timbul perndapat—
pendapat sobagal berilkut:

1) DR, Hatta berpendapat bahwa hak recall hanys terdspat dalan
sistim fasisme dan komunigme, Demeckrasi tidak mengenal hal
tersebut, Dalem sistim demokrasi wakil rakyat yang terpilih
dalam IFR tetap kedudukannys sebagai anggote DPFR sampai oo
millhan umim yang akan dateng, Pimpinan partai dapat menie-
daltannya sebagail kandidsat anggufa, alkan tetapi bila ia sudah
dipilih oleh rakyat mska im tetap sebagai angsota TPR,
{Kompas, 1 Maret 1973)

2) Harun Al Resid SH menangeapi bahwe hak recall dalam Demokrazi
liberal merupakan hukum yang tidsk tertulis dan pengetrapan-—
nya tidak bertalisn dengan badan logislatif melainkan dengan
badan eksgekutif, Sedanghan dalam Demokrasi Pancasila halt
tersebut tercantum dalam pasal 15 deri UU No. 101966, Ke—
tika menghadapl-Pemiiu, parlemen masih menganggap perlu mem—
pertahankan halk itu, Hal itu terbulkti dengan dicentumkennys
hek 1fu pada pasal 43 dari UU No, 16/1969 tentang Susupan
dan Kedudukan MPR, DFR dan DPRD, Oleh karens itu ditinjau
dari segi yuridis, pe—recall-an terhsdap 3 anggota IPH/MPE
1ty tidak memyalahi ketentuan hukum yang berlaku, Hak recall
berbubungan dengan sistim Pemilu: Dalam sistim pemilihen
distrik tidek dikenal hak tersebut, Akan tetapi dalam sistim
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pemilihan proporsionil 4l mana rekyat memilih tenda gambar
fan bukan orgngnya secara langsung, oaka terdapat hak recall,
(Kompaa, T Maret 1973)

Kotensngan sebelum dan selams Sidang Umum

Wapangkopkamtib Jendral Soemitro menjelaskan banhwa o
Eopkamtib dam alat-alat keamsnan lainnys adalah untulk meoc::
tebcan situasi den kondial ager pars anggota MPR dapat malaow.
kati tugnsnys dengan tenang dan bebas dari gogala tekanan Lalk
langsung maupun tidak langsung, Ta meminta kepada pers agar
juga membantu mencipteken ketenangan, Terhadap permintzar
Kopkamtib tersebut timbul beberapa tanggapan sebagai berikut:
1) Peringatan keres dari Wapangkopkamtid tersebut bisa dine-

ngerti. Tetepi garing tesirdd cveracting dales pelbagni I:--
Tangan yang justru menimbulksn ketegangan dalam masyarakob,
Peringaten keras atau larangat-larangan gseperti itu melul
dapat menimbulkan tekanan pada masyarakat dan anggots—-an, -
gota MPR, sehingga delem sideng mereka akan mongangzuk—
amgguic saja Karena talut mony-aralkan kats hati meraka,
(Tajuk Rencana Indonesis Raya, 8 Maret 1973)

2) Melalui pendekatan keamansn ini rakyat 41 seluruh
Indonesia disaderken sdanya Sldang Umum MPR, Apspun regi-—-
si orang terhadap penjelasan Wapsngkopkamtib, satu hal
sudah jelas, yaitu sgar situasi tertidb itu depat menolomg
anggota HPR bisa melakuksn tugesnys dengan bebas, tenang,
tanpa tekanan dari pihek mamapun, Di sini timbul salah
paham pada sebagisn masyarskat ysng beranggapin bahwa
segala tindakan keamansm itu dapat menpengaruhi jalannya
didang Unum, Padehal yang benar adalah menciptakan situasi
yang tenang tanpa tokenan spapun bagi pars anggota MFR,
{Tajuk Rencana Kompss, 8 Maret 1973)

3) Masalahnya mdalsh bagnimsna memelikara stabilitas politik
nasional agar kontinuitss pembangumen dapat terjamin dan
kehidupan Demokrasi Pancasila dapat dikembanglean, Hal itu
mombuktikan bahwa sdanya jalinan erat yang tidak terpisan-
kan entera ketiga hal ini, yaitu stabilitas politik, sta—
billtas eitoncemi dan kehidupan demokrasi. Dari segi itulsh
letak pentingnya perielasmm Wopangkopkamtib itu, (Tajuk
Rencena Berita Busm=, 22 Pobruari 1973)
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4) Demokrasi pada hakekatnya sdalsh tata cara kebebasan
Toog pern~atur kehidupan bersans, hingga ia tidak
mungkin dapat drartiken sebagai kebebasan yang dapat
monghancurkan kehidupan bersama itu, Dalam kaiton indilen
pars kita yang sedang dalam proges pertumbuhan begitu lo-
pas dari kekangan—kekangan sebelumnya, bukan mustahil bia:
terperangkap oleh dogmetisme demckrasi yong justru tidar
memngicinkan berfungsinys demokrasi yang wajar, Dari pihak
parg diminta untuk tidsk overacting sehingra melahirican
suazana yang tidak memingkinksn PR berfungsi dengan hsik,
(Tajuk Rencena Suara Karys, & Maret 1973}

Hagalah Agsma

Menghadapi permasalahen dalam bidang koagamaan timbul be-

berapas roakei sebagal berdikut:

1)

2}

3

Memurut Jusuf Haejim, kehendak wntuk mencabut Ketetapan MPHS
No. XXVII/1966 adalah negatif, Jika pikiran demikisn muncul
dalam Sidang MPR, pasti akan kandas, (Indonosia Raya,

1 Margt 1973)

Beberapa tokoh Fraksi Persatuan Pembangunan tidak rols dima-
sukkannya kriteria "Kepercaysan" dalam GBHN, Dengan masulomys
kriteria tersebut berarti kekalahan total bagi pemimpin-veo-
mimpin umat Islan sedeng di lain pihek merupaltan kemenanganl
bazi golongan sckuler, terutama golongan kebatinan, Mater:

" Agama :15.1.'1_ EBPEI‘EE}TEEI;“ dalam GBHN dinilai belum memadeal,
bailk bobot, derajat meupun kwalitasnya, Namun terpaksa ditu—
rima kargna sudah merupskan hasil musyswarah yang bulat,
(Harian Kami, 23 Maret 1973)

Islam adalah agams Wahyu yarg murni, Dalam GBEHN, Islam diaa-
dorajatian dengan ratusan kepercayasn yang bukan agama, He-
porcayaan-Kaeperc itu termasulke spirvitiams yang dijalin-
ken kepada ikatan-ikatan batin dalam bentuk tahayul,
supergtition, animisme yang penuh berhala, Hal ini merupsica
kekelahan amat besar dalam mempertshankan identitas Talan,
(Tajuk Rencans Abadi, 20 Maret 1973)

H, Abu Bakar Atjeh, pengarang, cendekiawan dan ulama Islam
tericenal dari Aceh, anggota MFR dari Fraksi Earya Pombaugi
membantah kabar esngin yang mengatskan bahwa Fraksi Earyas ber-
usaha menghilangken pendidikan a.ga.ma. Pandirian Golkar tobi-
tang agame adelah kuat dan pogitif, Kabar.angin itu hanye
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merupakan propaganda korsn oposisi, (Indonesia Rays,

17 Maret 1973).

Torhadsp masulmys Keperceysan dalam GEHN, ia menyatakan %idul
khawalir, sebab batasnye ditotapken yaitu "kepercayasn beorda-
sar Kétuhanan Yang Maha Esa™, Ia menilai bahwa kopercagaan
yang dimaksudkan itu intinya diaglui oloh UTD 45, dan adalnt
nak umat beragame untuk mengembangken aliran tadi asal tiia:
monyélewsng dari scndi-sendi Tauhid, (Harian Kami,

21 Maret 1973)

Soal Walil Pregiden

1)

2)

3)

4)

loh, Rivel, purnewirewan perwira TNI berpendapat behwe ssngot-
loh bijeksans jika Wakil Prosiden dipilih dan diangkat dari
putra daerah luar Jawe, sechingga .embaga Presiden terjanin
sifat Bhinneka Tunggal Tka, (Abady, 27 Pebruari 1973)

Jusuf Hasjim monyateken bahwa jabatan Wakil Presiden horus
menggambarkan “"kesatusn Indonesia®, hendalnya jangan mongo-
sankan adenys "Sumatera sentris", "Eslimenten sentrig® atoo-
pun "Jawe sentris", (Indonesia Ruya, 1 Maret 1973)

Irs, T,AM, Simatupsng, tokoh muda Pertal Demokrasi Indomesis.,
menyatakan bahwa masalah asal-usul suku bangsa bagi Wakil
Presiden tidak perlu dipersoalksn, Beears nasional kita telan
nanjadi satu kesatuan bangea tanps membedakan kesulozan,
Asalicen yeng bersangiutan bisa memnijukken bahwa dirinyn bo-
nar-benar tokoh nagionpl, maka kita tidak periu berkeberat-i,

(Suare Karya, 1 Maret 1973)

J, Naro SH berpendapat bahwa issue Wakil Presiden agar diisi
olgh puters dserah luar Jaws disebablan adsnye anggapon so-
mantara pihak bahwa, seclah~olah pecibangunan itu tidek meras:,
hanya terpusat 4i Jawa, 0leh karenanys mereka kehendoki supo-
¥ya Jabatan itu diduduki oleh putera daerah luar Jawa sgar An-

pat lebih memperhatikan pembangunen doprah secars serius, In
- berpendapat bahwa tidak porlu mempertajan maselsh asal usul

calon Wekil Presiden, Hal itu bertentongan dengan azas perar—
Tuan Negara Kesatupn R,I, di mana setiap warga negara dori
merapun asalnys mompunysi hak yang sema, Yang penting adalah
agar Wokil Presiden ymhg alkan datang tetap berpegang pade
azas keadilan dan meratakan pembangunan ke segenap pelosok
tanah alr, (Nusantars, 15 Maret 1973)
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Proges Jidang Umun

1) Kita melihat seulah-olah semuanys sudah diatur dari semuis
tdan seolah-oclah sedang berlaku “permainan® poiltik. Jadi -
daklah mengherankan kalau sidang berjalan "smooth™ dar la-o
{Tajuk Rercana Indonesia Raya, 16 Maret 1973)

2) Terdengar kabar bahwa kalangan Fraksi Persatuan Pembangonac
mengeluh lantaran afanya semacam korsensus bahwa semuc angac-
ta dilarang membongkar rumusagn BP-EFR. (Abedi, 16 Haret 13730

3) Jendral 4.H. Nasution mengemukalkan perbedasan MPRS dan IER
sebagel berikut:
Talam NPFRS semua Rancangan Keputusan maupun Ketetapan disele-
salkan dalam sidang woum yang merupaksn puncak pengelahan.
Dalam MFE sekgrang semua sudah disiapkan sebelumnva, permi-
syawaratan tinggel msnggarap perubahan-perubahan rancanran
yang sudal disiapken. Duasana sidang smet tenang, lancar dsn
tertib. Sekarang posisi pimpinan diajelis dibatesi kepada
protokoler dan tidak diperbolehkan membuat pernyataan politis.,
Sedang delam WPRS dulu pimpinan mewakili Majelis dan mengiiut?
serta mengawasi pelaksanaan Ketetapan-ketetapan HMPRS. Terii .’
hazil Bidang Umum sekarang ini ia berpendapat bghws hassil-
hasil itu dapat menjamin kemantapmn kondiei yang berlaku =.-
lama ini. (Indonesias Raya, 5 April 1973)

4) Sekjer MPR WMudjono SH membantsh anggaran behwa MPR hanyalni:
bagaikan "sandiwara", karena seolah-clah sebelumnys sudsh &i.
atur dari atas. Hemang betul bahws GBHN dan hasil-hgoil #Ab-
KPR lainnys sudeh diatur sscara programatis sejak pelantilkan
anggota-anggota MFR 1 Oktober 1972 yang lalu. Aksn tetapi
bekerjs secara programatis berdassrkan planning yang rapi,
seperti &iintruﬁuai: oleh Orde Baru, bukanlah berarti hendst
meng-fait a compli-knan, Persiaspan bahan-bahan itu hanysish
untuk mempermudah steu melicinkan sidang-sidang, tanpa
mengurangl hak berbicara para anggota MPR. Ini telah terbuk-
Ti dari hasil-haeil diskusi dalsm Kemisi, misalnya yang
menyanglout pendidiken agams, kebebasan pers dan lain-lsin,
walaupun terjedi perdebaten sengit, namun tidek sampai teris-
di voting selama Rapat-rapat Komisi maupun rapat paripurns
MPR. (Angkatan Bersenjats, 23 Marst 1973)
la menambahkan bahwa jauh sebelum sidang, yaitu sejak tansge’
17 Pebruari para anggota telah diberikan bahgn-bghan haeil
EP-MFR untuk dipelajari. Dengan demikian para gnggota datang
tidek dengan bekal kosong ataupun hanya dipaksas menerimg
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iiongep yang disediskan, BP-MPR ysng bertugag mempersisplkan
banan-bahen Sidang Umum terdird dari wakilewakil frakei, Sc-
betulnya HP-dFR dapat membentulc beboraps Pamitin Ad Hoe, -
Akan tetepi supaya semua fraksi terwakili, maka hanys diben-
tukk 2 Panitia AC Hoo sajs, Dan dolem Sidemg Umam ini seomus
pendapat tertampurg melalui tlngknt-tzngkat pembicarasn so-
cegai berikut: Setiap pendapat parﬂ anggota disalurkan lowat
froksi, Oleh fraksi diteruskan kepadn sidang Komisi, Kemiel
%anuﬂian membentuk Panitia Kerja dengan snggota yang lebih
kkeeil ﬂﬂﬂ dengan perwakilan dori semun fraksi, Panitia Kerjn
kemadian MEmhantuk Penitia Perumus, Hasil kerja Paniti=
Perumug ailaporkan kepada Penitia Kerje, yang sclanjutnya di-
loporkan kepads Komigi, Komisi kemudian melaporkan hasil itu

kepada Sidang Paripurma, (Indonesia Rays, 21 Maret 1973)

5} Drs, Moh, Husni Thamrin dari Fraksi Porsotuan Pembangunan
pengemicakan bahwa dalam sidang—sidang MPR ia tidak pernch
merasa dikebiri halmys untuk mengeluarian pendapat,
(Indone s 21 Maret 1973)

Domokrasl

Sehubungan dengan diselenggaraken Sidang Umum MPR, maks

ticbul beberapa pendapat mengenai pelaksanasn demckrasi di
tanah air kita sebagai berikut:

[

2)

1] TR, Hatte menjelaskan bohwa sckareng ini Indomesin baru delo:

tahan membangun demokrasi, demckrasi yang murni belum berinl.
Alasarnya: epabila demokrssi.itu berjalan sccara murni, max:
anggota parlemen selurulnya dipilih oleh rekyst, Tidek scpor—
ti sekarang ini anggots DFR dan MPR masih ada yang Eianghzn+
(hHarien » 24 Marset 1973}

Sidang Umum bulan Oktober 1972 dinilai oleh Pedoman mobsgai
berikut: bahwa Gulongan Karya sebagel pemegang mayoritas Sido-
mau menang eendird, melainkan bersedia berkeompromi demi mongi-
ri keserasian demgan pihak parpol-parpol, Ketua MPR yang juc .
Ketua IFR adalek dari Partal NU, bukan dari Golkar, Di sini
torlihat Demckrasi Parcasils "in sction® dalam pengalamsnnyc
seenra praktis, Berdasarkan Pancesila den UUD 45 hendak di-
leksanakan proses pembzharuan kehidupan organisasi politik,
schingga dapat diciptakan keedssn dengan sistim politik venc
benar-benar demokratia, stabil, dinamis, efektif dan efigicn,
(Bsdoman, 5 Oktoter 1972)
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i} Dalem proses pengesahan Pernturan Tats Tartib pada Sidang
Umum Maret 1973, baik dalsm proses penyempurnasm olek nosin =
mazing frakel meupun dalom progedur pengeszehan, tampnioiyn o
tap dipegang teguh tata permainan demokrasi, Misslnyva deln
gldang paripurna tenggel 12 Maret (pimpinammys dari FProlcoi
Karyn Pembangunan) sampai detik terakhirpun masih diteawnzioon
sepads sidang untuk mengajukem usul perubshan dan [ Er SRS
an, schingga putussn benar-benar dianbil secars sklamnsi o=
telah semua pihak merasa tertampung aspirasinya,

(Suaras Karys, 14 Maret 1973)

4) Dibandingkan dengsn suzsams sideng umun MPRS mase Orde Lamo
dapat dikatskan bahwa dalam Sidang Umum MPR sekersmg lebil
terasa adanyz unsur resligme dan unmsur kritik (self kritik),
Ini berarti kemsjusn dalam kedewasaan berpikir di kalangon
masyarakat kita sckarsng, Perasssn kritis tidak hemys tordn-
pot pada anggotsa MPR, melainksm juga di lusr MPR, Bahkan
Preaiden Socharto sendiri memperingatkan bahwa "masih porl.
kita sedari bahwa dengem pelentikan ini (dan dapat kite too-
bah: dengan selesainya Sidang Umum PR ini) tidak berartl
uspha untuk menegekian konstitusi dan demokrasi berdasarkon
Pancasila telah seleaai, Kita harus tetap beruszha menerus-
kean dan makin menyempurnsksn perjusngan ke arah itu®,

(Tajuk Rencena Sinar Harapan, 24 Maret 1973)



